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KEPASTIAN HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENERBITAN PERIZINAN DIBIDANG PERTAMBANGAN

Anastasia Pricilia Wibowo
Universitas Narotama Surabaya
ptascya@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to understand the essence of coltynpa@rticipation in the various stages of
mining business permits. This research method usesiative methods and then analyzed
qualitatively with a statutory and conceptual aggia As for community participation related to
their involvement in the issuance of IUP, it is smiered that it has not been effective as based
on Law no. 3 of 2020, Law no. 32 of 2009, PP nof 2018, PP no. 22 of 2021, Permeneg LH
No. 17 of 2012, as well as laws and regulationateel to Amdal or UKL-UPL. In addition,
supervision of rock mining business permits fountyimnmental damage due to mining
business activities, in addition it was found thaihers carried out reclamation outside the
mining business permit area and did not meet tlceess criteria in the reclamation effort. so
that it was ordered to return to carrying out emwimental restoration efforts in damaged
locations within the mining business permit are@ifMy business activities carried out without
the participation of the surrounding community cause social, environmental and economic
problems for the community. Especially ecologicablpems that have a serious impact on
society such as floods, abrasion, forest firesgdides and tornadoes, according to data from
Walhi South Sulawesi, throughout 2019 nearly 1.G8ian people in South Sulawesi were
affected by this ecological disaster.

Keywords: legal certainty, licensing, mining

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Usaha pertambangan yang dilakukan tanpa adanyggsartmasyarakat sekitar dapat
menimbulkan permasalah sosial, lingkungan dan akonmasyarakat. Terutama Masalah
ekologi yang sangat berdampak pada masyarakattiseaejir, abrasi, kebakaran hutan, longsor
dan aingin puting beliung, menurut data Walhi SulSepanjang tahun 2019 hampir 1,03 Juta
penduduk Sulawesi Selatan terdampat bencana ekelsgibut. Menurutnya, bencana ekologis

tersebut disebabkan karena eksploitasi sumber déya dan perusakan lingkungan yang
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berlebihan dalam meraup keuntungan tanpa memikirkaberlanjutan lingkungan dan
keselamatan hidup rakyat.

Industri pertambangan merupakan salah satu sundpelapat ekonomi terbesar negara,
yang dikelola oleh pihak Pemerintah maupun pihak 8@astd. Oleh karena itu, dibentuklah
Undang-udang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2@2flang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambanganrdidan Batubara (selanjutnya disebut
UU No. 3 Tahun 2020). Secara umum gagasan pokekmdahdang-undang No. 3 Tahun 2020,
yaitu Pemerintah memberikan kesempatan kepada bastma, koperasi, perseorangan, dan
masyarakat sekitar untuk melakukan usaha pertambangneral dan batubara. Berdasarkan
Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020, mengatur bahwa:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkamBerBerusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pad#&lgydilaksanakan melalui pemberian:
a. nomor induk berusaha;
b. sertifikat standar; dan/atau

C. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hutesfdiri atas:
a. lUP;
b. IUPK;
c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Pergnji
d. IPR;

e. SIPB;

! Nike Kelly Rumokoy. (2016). Pelanggaran Hukum &etlip Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang
Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambanganriadia oleh Pihak yang Tidak Berwenang. Jurnal Hukum
Unsrat, Universitas Sam Ratulangi, 22(5), him. 46.
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f. 1zin Penugasan;

g. I1zin Pengangkutan dan Penjualan;
h. IUJP; dan

i. [IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewemapgaberian perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada Pemdbagahh provinsi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Salah satu hal yang sangat konkrit dalam penambaadalah perizinan. Sehingga
dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indondsiaor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahur® 28atang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnyabdis®P No. 8 Tahun 2018) sebagai
peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 2020. iséaj dalam pengelolaan hasil tambang
dapat pula menuai banyak masalah, khususnya telaifan pemberian izin pertambangan yang
dapat berimplikasi terjadinya pelanggaran hukum kiamsakan lingkungan yang berdampak
langsung terhadapat kehidupan ekomoni dan sosigyarekat disekitar tambang dikarenakan
kurangnya partisipasi masyarakat dan informasi qemerintah terkait penerbitan izin
pertambangan. Negara Republik Indonesia adalath s#tu negara terbesar di dunia yang
mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sangehpaél Sumber daya alam tersebut ada
yang dapat diperbarurénewable), dan ada juga yang tidak dapat diperbahamiiehewable).
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharupbeemas, tembaga, perak, batubara, intan,
nikel, mangan, dan lainnya. Sumer daya alam tetselalam peraturan perundang-undangan

dan berbagai kepustakaan disebut dengan minerdiatabaré.

Amanat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NeggrabRe Indonesia Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945) ayat (3) menyebutkan bahwa Buami dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya di kuasai oleh negara darrgimakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dengan demikian negara mempuegédimasi yang sangat kuat untuk

2 salim HS. Hukum Pertambangan Mineral dan Batul&irar Grafika, Jakarta, 2014 Hal. 36
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menguasai tanah, air, ruang angkasa serta kekdgmagang terkandung didalamnya. Secara
yurisdiksi hak menguasai negara diatur didalam IPasindang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUR&ngatur bahwa :

“atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Untadigng Dasar dan hal-hal sebagai
yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan luarkasey termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertindjgkuasai oleh negara, sebagai organisasi

kekuasaan seluruh rakyat”.
Hak menguasai dari negara termaksud dalam Ayasd! pa memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaersediaan, dan
pemeliharan bumi, air dan ruang angkasa tersebut,

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuraraardrang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuamaaatang-orang dan

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumiaairehng angkasa.

Industri Pertambangan merupakan salah satu sundyetapat ekonomi terbesar bagi
negara yang dapat dikelola oleh sawasta maupunrpegatemalalui Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Meningkatnya kegiatan Usaha pertambangan dari farbsektor, maka semakin
meningkat pula permasalahan lingkungan yang ditikamy mulai dari pencemaran,
menurunnya kualitas air, erosi, banjir dan laimlgalah satu hal yang sangat konkrit dalam
pertambangan adalah perizinan. Secara umum izimpakan alat pemerintah yang bersifat
yuridis preventif, dan digunakan sebagai instruradministrasi untuk mengendalikan perilaku
masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalalvetf, karena dalam instrumen izin tidak bisa

dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang ltétasti oleh pemegang izin.
Rumusan M asalah

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam PenetapdaydMi Pertambangan sebagai
Persyaratan Penyusunan Wilayah Izin Usaha Pertagahdh
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Penyampaia®enerbitan Izin Lingkungan ?
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METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridermatif. Yuridis normatif adalah
pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukamaudengan cara menelaah teori-
teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peratperundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ikendl pula dengan pendekatan
kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku- bukuatpran perundang-undangan dan

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini
Dalam penelitian kali ini peneliti jenis pendekatamg digunakan yaitu :

a. Pendekatan Undang-undang (statute approach); Paadekindang- undang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undangedatasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pataieberundang-undangan
dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaaikbsecara praktis maupun
akademis

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); Petaelkonseptual beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yasrgdmbang di dalam ilmu
hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan damirdd&ktrin di dalam
ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yangdafrngkan pengertian-
pengertian hukum, konsepkonsep hukum, dan asadhagasn relevan dengan
isu yang dihadapi.

2. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adadaklitian hukum normatif, maka

sumber bahan hukum dan jenis data yang digunaksaradebagai berikiut:

a. Bahan Hukum Primer
1) Bahan hukum primer dapat berupa Peraturan dasdp (1845);

2) Peraturan perundang-undangan;
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dapat berupa :
1) Buku — buku hukum;
2) Jurnal — jurnal hukum;
3) Karya Tulis Hukum

4) Internet

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipas Masyarakat Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Sebagai Persyaratan
Penyusunan Wilayah | zin Usaha Pertambangan

Dalam memahami konsep partisipasi masyarakat, lsgf@apembahasan terlebih dahulu
diarahkan pada siapa yang berpartisipasi dan apg terkandung dalam istilah partisipasi.
Telaah mengenai siapa yang berpartisipasi akan angmgada pembahasan tentang 2 (dua) hal
yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat dan rbagai posisi masyarakat dalam
pemerintahan daerah. Korten, sebagaimana dikugp @lrif Hidayat® menjelaskan istilah
masyarakat yang secara populer merujuk kepadaosegek orang yang memiliki kepentingan
bersama. Namun kemudian, ia justru lebih memilihgeetian yang berasal dari dunia ekologi
dengan menerjemahkan masyarakat sebaganteracting population of organism (individuals)
living in a common location.” Secara Etimologi, Partisipasi, berasal dari Bahanggris
“Partisipation” yang berarti mengambil bagian/katksertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa
Indonesid di jelaskan bahwa Partisipasi merupakan perihalt therperan serta dalam suatu
kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Secara urpengertian dari partisipasi masyarakat dalam
pembangunan adalah keperan sertaan semua anggotavaitil-wakil masyarakat untuk ikut
membuat keputusan dalam proses perencanaan darelglaag pembangunan termasuk
didalamnya memutuskan tentang rencana-rencanat&egy@ng akan dilaksanakan, manfaat
yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakammangevaluasi hasil pelaksanaannya.

Lanjut, menurutnya akibat positif dari perencangaartisipatif adalah adanya partispasi

3 Arif Hidayat, Analisis Politik Hukum Partisipasi &8yarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah didaidon
Pasca Reformasi. Jurnal Pandecta Vol.6.Nomor 1alepd11. Hal 28
* https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PartisipasiaRées Pada Tanggal 22 Februaru 2020, Pukul 16.20
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masyarakat yang optimal dalam perencanaan dan tsditgaapkan dapat membangun rasa

kepedulian yang kuat dikalangan mastarakat terhadsip-hasil pembangunan yang ada.

Menurut Soegarda Poerbakawatja dikuti oleh BayuaRra, Burhanuddi dan Sugandi,
partisipasi adalah Suatu gejala demokrasi dimaaagodiikutsertakan di dalam perencanaan
serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang begadatkepentingan dan juga ikut memikul

tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangatindgat kewajibannya .
Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 202dgatur bahwa:

“Wilaya pertambangan ditetapkan oleh PemerintahaPsetelah ditentukan oleh
Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenaygatian berkonsultasi dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Adapun sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/K111/2010, Pasal 10 huruf b UU
No. 4 Tahun 2009, mengatur bahwa:

“Penetapan WP ... dilaksanakan secara terpaduademgmperhatikan pendapat dari
instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan demgampertimbangkan aspek ekologi,

ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan limggu”

Frasa “memperhatikan pendapat” kemudian dinilaidmangan secara bersyarat terhadap UUD
NRI Tahun 1945 sehingga perubahan Pasal 10 huduf Blo. 3 Tahun 2020, mengatur bahwa:

“Penetapan WP ... dilaksanakan secara terpadu demg@gacu pada pendapat dari
instansi pemerintah terkait, masyarakat terdamgak,dengan mempertimbangkan aspek

ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosiayajdserta berwawasan lingkungan.”
Dari ketentuan di atas, lanjut, Pasal 12 UU NoaBuh 2020, mengatur bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, daekamisme penetapan WP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10,atah PL diatur dengan peraturan

pemerintah.”

> Bayu Pratama, Burhanuddi dan Sugandi, Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Gotong Royong
di Desa Bumi Etam KEcamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. eJournal Pemerintahan Integratif, 2019, 7 (2)
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Dari ketentuan di atas, dibentuklah Peraturan FeataérRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun
2010 tentang Wilayah Pertambangan (selanjutnydudigeP No. 22 Tahun 2010). Pada paragraf
kelima Bagian | Penjelasan Atas PP No. 22 Tahu® 2@&&negaskan bahwa:

“Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyayakg berada pada sekitar
wilayah pertambangan mineral dan batubara, baikhgorperseorangan, kelompok
masyarakat, maupun koperasi untuk melakukan kegietaha pertambangan, ditetapkan
Wilayah Pertambangan Rakyat.”

Sebagaimana berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayata(2payat (3) PP No. 22 Tahun 2021
yang mengatur pelibatan masyarakat, maka masyajagat harus mengetahui rencana tata
ruang wilayah (RTRW). Berdasarkan Pasal 52 ayaP2No. 22 Tahun 2021, mengatur bahwa

“Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan ... wa#lnai dengan rencana tata ruang”.

Partisipasi Masyrakat Dalam Penyampaian Dan Penerbitan I zin Lingkungan

Perizinan dalam perspektif hukum administrasi negaerupakan salah satu upaya dan
strategi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam agpgkguasaan atau pengendalian suatu
objek hukum dari kegiatan terhadapfiydpaya dan strategi tersebut dilakukan dengan aregar
tanpa izin untuk melakukan aktivitas apapun terpadbjek yang bersangkutan. Izin yang
merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemkribtadasarkan peraturan perundang-
undangan yang bersifat formal dan berlaku untugkarnwaktu tertentu disebut Keputusan Tata
Usaha Negara.Sebagai instrumen, kewenangan untuk mengeluadiarjuiga dapat diartikan

sebagai persetujuan dari pihak yang berwenang ek peraturan perundang-undangan.

Persyaratan perizinan diperlukan untuk menghind@mpak negatif yang meluas.

Dengan ketentuan perizinan merupakan bagian daerjki pemerintah, maka Pemerintah Pusat

6 Devy Ch. Rumambi. (2014). Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Lex et Societatis, Universitas
Sam Ratulangi, 2(7), him. 112.

" Lutfil Ansori. (2015). Diskresi dan Pertanggungghan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahiaal
Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional Veteekarda, 2(1), him. 141
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dan Daerah wajib mengatur dan mengelola sumber dkaya di wilayahny&.Penerbitan izin
lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab fitgate Pusat dan Daerah di Bidang Tata
Usaha Negardzin lingkungan merupakan salah satu instrumertggahan dalam pengendalian
dampak lingkungan hidup, sebagaimana berdasarksal Pangka 35 UU No. 32 Tahun 2009,
menjelaskan bahwa:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepaddiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPLaalrangka perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyaratkumemperoleh izin usaha dan/atau
kegiatan.”

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan melipdti:

1. Melindungi lingkungan hidup yang lestari dan beakglitan.
2. Meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/ataatkegyang berdampak negatif pada
lingkungan hidup.

3. Memberikan kejelasan prosedur dan mekanisme pelaaskegiatan usaha.

Dalam kaitannya dengan pemberian IUP sebagaimdafa deatur dalam Pasal 22 sampai
dengan Pasal 41 Bagian Ketiga, Bab Il PP Nomorl8ii&018. Ruang lingkup ketentuan ini
menekankan pada kewajiban memiliki Amdal atau UKRELkarena merupakan prasyarat untuk
mendapatkan Izin Lingkungan. Pengurusan IUP danamthu UKL-UPL harus diserahkan
secara bersamaan sebagai permohonan izin, yanmgrigrdalam satu dokumen untuk segera
dikaji oleh tim penilai. Oleh karena itu, setiagghk® usaha pertambangan harus terlebih dahulu
melakukan kajian dan analisis mengenai dampak lingin agar rencana kegiatan usaha
pertambangan dapat dikatakan layak atau tidak lagakain itu, Selain itu, Amdal sangat

penting agar tidak menimbulkan masalah kerusakagklingan dan pencemaran yang

8 Slamet Suhartono. (2013). Desentralisasi Pengeidbaimber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat. DIH: Jurnal llmu Hukum, UniversitasAgustus 1945 Surabaya, 2(1), him. 117

° Ahmad Basuki. (2011). Pertanggungan Jawab Pidejab&t atas Tindakan Mal-Administrasi dalam Pemanbi

Izin di Bidang Lingkungan. Perspektif: Kajian MasalHukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya, 16(4), him. 254.

10 Sumadi Kamarol Yakin. (2017). Analisis Mengenanfpak Lingkungan (Amdal) sebagai Instrumen Pencegaha
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. Badamai LawalpUniversitas Lambung Mangkurat, 2(1), him1.12
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mengakibatkan kerugian manusia. Mengenai peliba@syarakat dalam pengambilan kebijakan
penerbitan izin lingkungan, Haerani menyatakan taaftiv

“Untuk memberikan akses informasi kepada masyardketait dengan Izin Lingkungan
yang diterbitkan oleh dinas lingkungan hidup, agadah di jangkau, maka izin lingkungan
dimohonkan dan yang akan telah diterbitkan di téndpgpapan pengumuman di Kantor
Dinas Kawasan Pemukiman pertanahan dan LingkungalupHKabupaten Sidenreng
Rappang.”

Pemberian Informasi merupakan indikator dari pédibamasyarakat terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gabsana berdasarkan Pasal 39 Peraturan
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahu2 26ntang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa:

1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai denganehkamgannya wajib
mengumumkan setiap permohonan dan keputusanrigkuhgan.
2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1ukhlaldengan cara yang

mudah diketahui oleh masyarakat.

keputusan Dinas Lingkungan Hidup untuk menempatkan lingkungan yang
dimohonkan oleh pelaku usaha tambang pada papajumpeman Dinas Lingkungan Hidup
menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untukgakses informasi tersebut. Pasalnya, akses
ke kantor Dinas jauh dari jangkauan warga. Haljuga jelas melanggar prinsip keterbukaan,
sebagaimana menurut Zulkifli Aspan, bahwa :

“Asas keterbukaan adalah membuka diri terhadaprhagyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimifagntang penyelenggaraan negara
dengan tetap memperhatikan perlindungan dan hat psbadi, golongan dan rahasia
negara.”

Lebih lanjut, berdasarkan Bagian B, Bab | LampiReraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tegtdaterlibatan Masyarakat dalam Proses

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izimgkungan (selanjutnya disebut

" 7Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng
Rappang. Hj. Haerani. 12 November 2020.

2 Zulkifli Aspan. (2017). Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif UndangUndang Lingkungan
Hidup). Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin, 25(2), him. 20.
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Permeneg LH No. 17 Tahun 2012), menguraikan bahvj@ah dilibatkannya masyarakat dalam

proses amdal dan izin lingkungan agar:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencaahaudan/atau kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan;

2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapatalatémggapan atas rencana usaha
dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhaaigiuhgan

3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambkeputusan terkait dengan
rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atasm@nasaha dan/ atau kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan

4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapattalarisnggapan atas proses izin

lingkungan.

Adapun tata cara keterlibatan masyarakat dalameprpgrmohonan dan penerbitan izin
lingkungan, secara detail diatur dalam Bab Il Laaop Permeneg LH No. 17 Tahun 2012. Pada
intinya tujuan pelibatan masyarakat sejak tahapermamaan adalah untuk menghasilkan
masukan dan persepsi yang bermanfaat dari kepantipgblik untuk meningkatkan kualitas
keputusan lingkungan nantinya.Karena dengan melibatkan orang-orang yang bergioten
terkena dampak kegiatan dan kepentingan kelompekggmbil keputusan dapat mengambil
pandangan, kebutuhan dan harapan masyarakat damgat kemudian menuangkannya ke
dalam sebuah konsep. Di sisi lain, pandangan dgdsirenasyarakat akan membantu pengambil

keputusan untuk memprioritaskan kepentingan ke yamQ positif dari berbagai faktét.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat digkap bahwa partisipasi masyarakat dalam
berbagai tahapan perizinan usaha pertambangarsipasii masyarakat terkait keterlibatannya
dalam penerbitan IUP dinilai belum berjalan efekgbagaimana berdasarkan UU No. 3 Tahun

3Dahyar Daraba. (2017). Pengaruh Program Dana Besadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan
Galesong Utara Kabupaten Takalar. Sosiohumaniaraallimu-limu Sosial dan Humaniora, Universitas
Padjadjaran, 19(1), him. 57.
14 Zulkifli Aspan. (2017). Advokasi Litigasi Kasus Ramasi Pantai Makassar (Perspektif UndangUndang
Lingkungan Hidup). Amanna Gappa, Universitas Haddimy 25(2), him. 20.
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2020, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 8 Tahun 2018\&R22 Tahun 2021, Permeneg LH No.

17 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undaagaaitt Dengan dasar kesimpulan tersebut.
Saran

Dengan dasar kesimpulan tersebut pemerintah selyarudapat melibatkan masyarakat
setempat, khususnya terkait Amdal atau UKL-UPL.aiBeltu, diharapkan Pemerintah dapat

untuk mengidentifikasi ulang kelengkapan syarat Kdpada pelaku usaha tambang.
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PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
INTENSITASPEMANFAATAN RUANG

Abitya Indah Rosiani' dan Rusdianto Sesung?
Universitas Narotanid
abityair@gmail.corh

ABSTRACT

Spatial use control is carried out to realize spatse in accordance with the spatial plan and
implemented to encourage everyone to comply wighetstablished spatial plan, utilize space
in accordance with the spatial plan, and complyhwite provisions stipulated in the
requirements for space utilization activities. Qxiethe ways to control the use of space is
through the imposition of sanctions. This study @itm provide a description and academic
recommendations for setting administrative finasviolations of the intensity of spatial use
in the context of building construction in the cdlf Surabaya. This study tries to discuss the
forms of violations of spatial use intensity andyde conformity in the imposition of
administrative sanctions for violations of spatime intensity against the construction of
buildings in the city of Surabaya. The conclusidrihis study is that the form of violation of
the intensity of spatial use is a violation of teehnical provisions as stated in the Description
of the City Plan (KRK) which is the basis for prapg the building's technical plan, while
the legal conformity is carried out when applyimg & Building Permit and determined by a
Regional Fines Decree (SKDD) with the amount ofatministrative fine taking into account
certain aspects. In order to apply fines for violgtthe intensity of spatial use, the Surabaya
City Government needs to compile a legal basisrdigg the procedures for imposing fines
for violating the intensity of spatial use.

Key words: controlling the use of space, and administrative sanctions.

PENDAHULUAN

Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan un&vkujmdkan pemanfaatan ruang
yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pengengafizanfaatan ruang dilaksanakan untuk
mendorong setiap orang agar menaati rencana taaagrwang telah ditetapkan,
memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata, rdangmematuhi ketentuan yang
ditetapkan dalam persyaratan kegiatan pemanfaagargr Pengendalian pemanfaatan ruang
salah satunya dilakukan melalui pengenaan sanksi.

Sanksi administratif adalah inti dari penegakanumuladministrasi yang digunakan oleh
penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan nmacha hukum administrasi negara,
yang memiliki unsur meliputi alat kekuasag&machtsmiddelen), bersifat hukum publik
(publiekrechtelijk), digunakan oleh penguas@verheid), dan sebagai reaksi terhadap

! pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun@@24ng Penyelenggaraan Penataan Ruang
Z Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahunt2®24ng Penyelenggaraan Penataan Ruang
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ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving)®>. Jenis sanksi administrasi dalam hukum
administrasi, antara lain dapat berupa paksaan nogatean (bestuursdwang), penarikan
kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkam, (ipembayaran dan subsidi),
pengenaan denda administratif, dan pengenaan @ésg pleh pemerintagdwangsom)®.

Dalam penyelenggaraan bangunan, penyelenggara wagmenuhi persyaratan
bangunan gedungSalah satu kewajiban warga masyarakat sebaggéleemygara bangunan
dalam pendirian bangunan gedung sebagaimana diatam Undang-Undang Bangunan
Gedung adalah pendirian setiap bangunan gedungidesgsi dan klasifikasinya, meliputi
kewajiban pemenuhan intensitas pemanfaatan ruamg gietapkan dalam Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan ldagkungan (RTBLS.
Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaidimaaksud, berdasarkan Undang-
Undang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerint@mgeBangunan Gedung, dikenakan
sanksi administrasi Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikéeh administrator
(Pemerintah) kepada pemilik dan/atau pengguna lmemg@edung tanpa melalui proses
peradilan karena tidak terpenuhinya ketentuan peratperundang-undangan.

Pengenaan sanksi-sanksi administratif dilakukabitgpaparat pemerintahan mengetahui
adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuanuna@raperundang undangan bidang
Bangunan Gedung dan Penataan Ruang melalui melanigmlakan pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud, merupakan syaiatimungkinkannya pengenaan
sanksi.

Berkaitan dengan pengawasan Pemerintah Daerah K@nididota di bidang konstruksi
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam PaSalsdétfipai dengan Pasal 270
Peraturan Pemerintah tentang Bangunan Gedungy tiatwa bahwa Dinas Teknis Daerah
berwenang melakukan inspeksi terhadap pelaksanaaguban gedung sebagai bentuk
pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/KotadaBarkan Peraturan Walikota
Surabaya tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Athatihi®elanggaran Peraturan Daerah
tentang Bangundn kegiatan pengawasan dilakukan melalui pemantalsrgsung
berdasarkan:

1. pengaduan atau pelaporan masyarakat;

2. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya; dan/atau

3. kegiatan survey lapangan secara berkala.

Dari hasil pengawasan tersebut, Dinas Teknis yapgvdnang menindaklanjuti dan
memberikan sanksi administratif bagi setiap oratag #adan yang melakukan pelanggaran
dalam penyelenggaraan bangunan.

Salah satu jenis sanksi administrasi yang dapaendikan kepada penyelenggara
bangunan yang melanggar intensitas pemanfaatag sebagaimana diatur dalam Pasal 63

® W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Bi@eafika, Jakarta, 2018, h. 217-218

4 van Wijk/W. Konijenbelt, Dalam Indroharto, UsahaeMahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Buku | Beberapa Pengertian Dasanrhldiata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 1994, h. 245

® Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 terBangunan Gedung

® pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasar@&ifan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentarafi?an
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 AgBangunan Gedung.

" Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 T2b0® tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tah@2 A@&ntang Cipta Kerja, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturkak$2maan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung.

8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 20hfang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomainuh 2009 tentang Bangunan
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Undang-Undang Penataan Ruang dan Pasal 195 ParatBemerintah tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah berupa admdastratif. Dalam Pasal 156 ayat
(1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepgaldan Pertanahan Nasional Nomor 21
Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Peatanf&uang Dan Pengawasan
Penataan Ruang, menyebutkan bahwa denda admihisteatipakan pembebanan kewajiban
kepada orang yang melakukan pelanggaran untuk mielakpembayaran sejumlah uang
tertentu.

Sebelum Undang-Undang Bangunan Gedung diubah ddugdang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerietag&hti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Ugdaasar hukum pengenaan sanksi
denda administratif diatur dalam Pasal 44 ayadé?) ayat (3) bahwa kepada setiap pemilik
dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajibarepehan fungsi, dan/atau persyaratan,
dan/atau penyelenggaraan Bangunan Gedung, dikemhata administratif paling banyak
10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan ysedang atau telah dibangun dan
ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaraig yilakukan. Namun setelah Undang-
Undang Bangunan Gedung diubah dengan Undang-Un@api Kerja, dasar hukum
pengenaan sanksi Denda Administratif sebagaimasdpdikan sebelumnya telah dihapuskan,
termasuk ketiadaan pengaturannya dalam PeraturaariPéah tentang Bangunan Gedung.

Penghapusan dasar hukum pengenaan sanksi Dendanigtdatif dalam peraturan
perundang undangan bidang bangunan gedung teridaitberarti Pemerintah Daerah tidak
dapat mengatur dan/atau mengenakan sanksi dendmistdmif kepada penyelenggara
bangunan yang melakukan pelanggaran. Hal ini kabmrmduk pelanggaran sebagaimana
dimaksud, secara langsung juga telah melanggar jik@ama pemenuhan intensitas
pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasaiddng-Undang Penataan Ruang dan
Pasal 147 Peraturan Pemerintah tentang Penyela@aaggBenataan Ruang.

Dengan demikian pengaturan norma pengenaan saghdaddminsitratif kepada setiap
penyelenggara bangunan yang melanggar intensitasrgaatan ruang dalam Peraturan
Daerah dan/atau Peraturan Walikota pada dasarmyadiphkan peraturan perundang
undangan. Pasal 238 ayat (4) UU Pemerintahan Dagrgh memperbolehkan Peraturan
Daerah memuat sanksi denda administratif sesuajatieketentuan peraturan perundang-
undangan. Hal tersebut juga dipertegas dalam PE8@l Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa sanksi démdas#ratif dapat dikenakan secara
tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaani sahk@istratif lainnya.Mengenai
bentuk dan cara penghitungan pengenaan denda athaifii didelegasikan pengaturannya
dalam Peraturan Walikota.

Dalam penyelenggaraan bangunan, Kota Surabayartedatiliki Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan <Sefmua telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 268 Beraturan Walikota Surabaya
Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara PengenaaksiSAdministratif Pelanggaran
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2@famg Bangunan. Berdasarkan
kedua produk hukum daerah ini, Pemerintah Kota i@ berwenang memberikan sanksi
administratif kepada penyelenggara bangunan yargnggar intensitas pemanfaatan ruang
dan intensitas bangunan.

° Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PerabdntDaerah
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METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam naskah ak&d@madalah penelitian hukum
normatif. Jenis penelitian ini adalah suatu proseggenelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuanhukum damersnatifnya. Logika dalam penelitian
hokum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmidan cara-cara kerja ilmu hukum
normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum gendiri terutama peraturan peraturan
hukum sebagai suatu structured whole of systenelis penelitian hukum ini yang bersifat
preskriptif dengan mengkaji permasalahan hukum mlmpektif hukum positif negara dalam
sistem peraturan perundang-undangan maupun dalamsapu pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, doktrin-doktrin ahli hukudan bahan kepustakaan lainnya
berkaitan dengan objek penelitian.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatanademgksud untuk mendapatkan
kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermdsatalintuk ditemukan jawabannya.
Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam us@mypenelitian ini adalah
pendekatan konseptugtonceptual approach), pendekatan perundang-undang@uatute
approach), dan pendekatan sejardiistorical approach).

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan datemelitian ini, maka fokus
penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer ld@han hukum sekunder. Penelitian ini
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah aemat bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua peaatuperundang-undangan di
Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedangghan hukum sekunder, yang digunakan
dalam naskah akademik ini menggunakan literatardtur yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian, berupa buku-bukikeHjurnal ilmiah, makalah berbagai
pertemuan ilmiah, dan disertasi yang berisi konpapsip, teori, doktrin dan pandangan para
sarjana yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengbjek penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitiahlakukan dengan metode studi
kepustakaan(library research) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan seseagah permasalahan yang akan
dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajiararbatukum untuk mencari solusi
maupun isu hukum yang diteliti.

1% Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian HmkiNormatif, Bayumedia, Malang, 2010, h. 57
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E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggamaknalisis yang mengacu pada
permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan paragperundang-undangan beserta bahan
hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukuntaPex, peneliti menetapkan isu hukum
yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selgajdari isu hukum tersebut, peneliti
mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer daarbAbkum sekunder. Selanjutnya
bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolalgae cara mengklarifikasi berdasarkan
isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kiamudilakukan analisis secara
sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metodologi penelitian harus dijelaskan secara jedlasbawah judul yang terpisah.
Kontribusi yang signifikan untuk badan pengetah@rms dinyatakan dengan jelas.

A. Bentuk Pelanggaran Intensitas Pemanfaatan Ruang Terhadap Pendirian Bangunan
Di Kota Surabaya

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggamnaknalisis yang mengacu pada
permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan parafperundang-undangan beserta bahan
hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukuntaPex, peneliti menetapkan isu hukum
yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selgajdari isu hukum tersebut, peneliti
mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer daarbhbbkum sekunder. Selanjutnya
bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolalgae cara mengklarifikasi berdasarkan
isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kiamudilakukan analisis secara
sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencdpgian penataan ruang melalui
pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatag, rdan pengendalian pemanfaatan
ruang. Perencanaan tata ruang merupakan suatws pnoeek menentukan struktur ruang dan
pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetagracana tata ruang. Pemanfaatan ruang
adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dda p@ng sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan prograarthepembiayaannya. Sedangkan
pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya metvujudkan tertib tata ruahlg

Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan unekdonong setiap orang agar
menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkamanfaatkan ruang sesuai rencana tata
ruang, dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dglarayaratan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Rualfg Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang mell@tgntuan umum
peraturan zonasi, ketentuan perizinan, dan ketenpemberian insentif dan disinsettif
Dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Peraturan D&ar@hSurabaya Nomor 12 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabakanta014-2034, disebutkan bahwa
ketentuan umum peraturan zonasi yang termuat d@kmeana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
akan dijabarkan secara lebih detail dalam perataw@masi di rencana rinci tata ruang.

! pasal 1 angka 12, angka 13, angka 14, dan anglersBuran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang

12 pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun2@24ng Penyelenggaraan Penataan Ruang

13 pasal 75 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomorh@rr2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Surabaya Tahun 2014-2034
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Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengeatoanfaatan ruang dan unsur-unsur
pengendalian yang disusun untuk setiap zona peéwmtsesuai dengan rencana rinci tata
ruang. Peraturan zonasi tersebut berisi ketentuamy yharus, boleh, dan tidak boleh
dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yangteagiatatas ketentuan tentang:

a. Intensitas ruang (koefisien dasar ruang hijau, ikmef dasar bangunan, koefisien

lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan),

b. penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuanydag dibutuhkan untuk

mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif baakelanjutan, serta

c. ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adeébntuan pemanfaatan ruang yang

terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangemancar alat komunikasi,
dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah dsuatuk Izin Pemanfaatan Ruang.
Mekanisme pemberian Izin Pemanfaatan Ruang bemiiza Herpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang IMB. Remanfaatan Ruang yang diberikan
kepada orang pribadiatau badan harus sesuai d&tegarana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan/atau rencana rinci tata ruang yang telah gierd”

Setiap bangunan yang berada di Daerah wajib mem@eusyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangum@nsemperhatikan peraturan perundang-
undangan. Persyaratan administratif bangunan nielipu

a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatapataegang hak atas tanabh;

b. Izin Mendirikan Bangunan;

c. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan khusus untuk baagugedung;

d. Sertifikat Laik Fungsi khusus untuk bangunan gedung

Sedangkan persyaratan teknis bangunan meliputygretan tata bangunan dan persyaratan
keandalan bangun&h
Setiap bangunan gedung sesuai fungsi dan Kklagiijas juga wajib memenuhi

ketentuan peruntukan dan intensitas bangunan gegang dimuat dalam Keterangan
Rencana Kota (KRK). KRK didasarkan pada RencanaiD€&ata Ruang (RDTR)/Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBLYyang selaras dengan ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Tata RuangydNil(RTRW). Dalam Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 28@@rtg Bangunan, Kepala Daerah
memiliki kewajiban untuk memberikan KRK untuk lokgsng bersangkutan kepada setiap
orang dan/atau badan yang akan mengajukan pernmhtmonaMendirikan Bangunan. KRK
merupakan bentuk rencana tata ruang dalam perizdan digunakan sebagai dasar
penyusunan rencana teknis bangdhaBurat Keterangan Rencana Kota berisi:
. fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasabgkutan;
. ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;
. jumlah lantai/lapis bangunan di bawah permukaaattan
. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunandyamkan;
. KDB maksimum yang diizinkan;

KLB maksimum yang diizinkan;
. KDH minimum yang diwajibkan;

O QO

o 0 a0

1 pasal 103 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nombalin 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Surabaya Tahun 2014-2034

!5 pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor GnT2009 tentang Bangunan

16 pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun @024ng Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

" pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota SurabagaN® Tahun 2009 tentang Bangunan
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h. KTB maksimum yang izinkan; dan

I. prasarana dan sarana jaringan utilitas kota.

Dalam Surat Keterangan Rencana Kota dapat jugantdit&kan ketentuan-ketentuan
khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkiitatal tersebut juga sejalan dengan
Penjelasan Pasal 19 ayat (3) Peraturan PemeriraaioiN16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Aig®angunan Gedung, disebutkan
bahwa KRK merupakan ketentuan yang berlaku untkésioyang bersangkutan dan berisi:

a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun padailbkrsangkutan;

b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;

c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah peaaokanah dan Koefisien Tapak

Basemen (KTB) yang diizinkan;
. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunann@seng diizinkan;
. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum yang dkaim
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum yang dikan;
. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum yang diwajibkan
. Koefisien Tapak Basemen (KTB) maksimum yang diiamkdan

I. jaringan utilitas kota.

Salah satu persyaratan teknis bangunan berupa apatay tata bangunan adalah
persyaratan peruntukan lahan dan intensitas banguPembangunan dan pemanfaatan
bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasn d&gncana Tata Ruang Wilayah yang
diatur sesuai peraturan perundang-undangan yarngkbersedangkan intensitas bangunan
meliputi: kepadatan, ketinggian, dan jarak bebaspadatan bangunan meliputi Koefisien
Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan BiKLdan Koefisien Tapak Basemen
(KTB). Ketinggian bangunan meliputi jumlah lantaaksimal, tinggi maksimal bangunan dan
tinggi peil lantai dasar. Jarak bebas bangunarpuonéti

a. jarak bangunan dengan tepi rencana jalan (GSP),stemai,tepi saluran air, tepi

pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegatigggi;

b. jarak bangunan dengan batas persil samping dakangja

c. jarak antar bangunan dalam satu persil dan/ataak jantar bangunan dengan

bangunan pada persil bersebeldfian

Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruaaighadengan pengenaan sanksi.
Pengenaan sanksi tersebut dilakukan melalui saadksinistratif, berupa:

Peringatan tertulis;

Denda administratif;

Penghentian sementara kegiatan;

Penghentian sementara pelayanan umum;

Penutupan lokasi;

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan RuKRR)K
Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ru&miR)K
Pembongkaran bangunan; dan/atau

Pemulihan fungsi ruaiy

Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), y@Besuaian antara rencana
kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tatg.rBentuk dokumennya dapat berupa
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan RuarKKBR), Persetujuan Kesesuaian

ToDQ O Qo

e N

18 pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Sotabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
9 pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan DietalSurabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
2 pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahunt2024ng Penyelenggaraan Penataan Ruang
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Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), atau Rekomen#&sesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang (RKKPR). Dokumen KKPR terseblingpasedikit memuat: lokasi

kegiatan, jenis kegiatan pemanfaatan ruang, keefidasar bangunan (KDB), koefisien lantai
bangunan (KLB), ketentuan tata bangunan, dan persya pelaksanaan kegiatan
Pemanfaatan Ruafiy

B. Konformitas Hukum Dalam Pengenaan Sanks Administratif Pelanggaran Intensitas
Pemanfaatan Ruang Terhadap Pendirian Bangunan Di Kota Surabaya

Pengaturan sanksi administratif yang tidak tepdéndaPeraturan Kepala Daerah akan
mengakibatkan peraturan Kepala Daerah yang dibentriadi tidak efektif atau tidak ada
daya/hasil gunanya. Hal ini sesuai dengan salah asas yang harus dipenuhi dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitl kestayagunaan dan kehasilgunaan
yang artinya pengaturan sanksi administratif dakmatu Peraturan Kepala Daerah dibuat
karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermagefektif dan efisien dalam mengatur
dan menyelesaikan permasalahan administrasi yantuki dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Pengaturan sanksi adminstratif yang tepat dalanaty@an Kepala Daerah dapat
dipandang secara preventif untuk memberikan petamgatau ancaman kepada warga
masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ketentang ditetapkan pemerintah dalam
peraturan perundang-undangan daerah. Hal terseboyaa secara preventif, pengenaan
sanksi administratif bertujuan mencegah warga nrakgh melanggar ketentuan yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangantdd@eagaturan sanksi adminstratif yang
tepat dalam peraturan Kepala Daerah juga dapahdipa secara refresif, yaitu diharapkan
adanya pemulihan keadaan seperti sebelum terjadpsifanggaran dan diharapkan
memberikan efek jera kepada si Pelanggar, agak tigengulangi pelanggaran ketentuan
yang ditetapkan Pemerintah dalam peraturan pergndadangan daerah.

Dalam konteks pengaturan sanksi denda administrB@flsal 246 Undang-Undang
Pemerintahan Daerah, pada dasarnya telah membep&doman bahwa pembentukan
Peraturan Kepala Daerah tidak hanya mengatur ddeksamakan ketentuan pengenaan
sanksi denda administratif sebagaimana terdapaanmdaPeraturan Daerah, melainkan
Peraturan Kepala Daerah yang dibentuk dapat manganksi denda administratif yang
didelegasikan pengaturannya oleh peraturan pergndadangan yang lebih tinggi lainnya.
Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tidakkatEntuan yang mengatur besaran
pengenaan denda administratif kepada PelanggamdBkeraturan Daerah atau Peraturan
Kepala Daerah, tetapi hanya mengatur tentang besdemda pidana yaitu maksimal
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hukumemg berupa denda pidana ini telah
ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenakamdegelanggar. Namun hal ini tidak
sama pengenaannya dengan besaran denda admmiftratsip hukum ini juga dapat
diakomodir dalam merubah kebijakan hukum pengatbesaran pengenaan sanksi denda
administratif kepada pelanggar sebagaimana diatlandPasal 6 ayat (3) Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 38 Tahun 2019, bahwa pengenaan delmdmistratif kepada pelanggar
ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh perseratsndai bangunan yang sedang atau telah
dibangun.

2l pasal 104 ayat (2) dan Pasal 108 ayat (8) PematBemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang

932



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 1, 2023

Dasar hukum pengenaan sanksi denda administratdmdgeraturan perundang-
undangan bidang bangunan gedung yang dipedomani Pasal 6 ayat (3) Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019 dan Pasaly@® (3) Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung telah dihapudkBnPERPPU Cipta Kerja. Namun
hal tersebut tidak berarti bahwa ketentuan/besaergenaan sanksi denda administratif
dalam kedua produk hukum Kota Surabaya sebagaidiareksud menjadi tidak berlaku atau
batal demi hukum. Denda administratif terhadap nmgaran intensitas pemanfaatan ruang
dikenakan berdasarkan peraturan perundang-unddsigang penataan ruang dan prinsip
contrarius actus sertapresunmtio iustae causa. Pemerintah Kota Surabaya tetap memiliki
kewenangan untuk mengatur dan/atau melaksanakayemesn sanksi Denda Administratif
kepada setiap pemilik dan/atau pengguna Bangunaureyang melanggar kewajiban
pemenuhan intensitas pemanfaatan ruang dan/ateguream gedung sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Walikota SuraNayaor 38 Tahun 2019 dan Pasal 72 ayat
(3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentangsm Gedung.

Meskipun demikian, pengaturan sanksi denda admatistdalam Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019daal 72 ayat (3) Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, belangakomodir kebijakan pengaturan
denda administratif dalam peraturan perundang-ugalanbidang penataan ruang yang
menjadi acuan pada pengenaan sanksi denda adasnjgfanggaran intensitas pemanfaatan
ruang. Dengan melakukan penafsiran sistematis latadasarkan prinsip kontekstualism
(prinsip noscitur a cocieties) pengaturan denda adminstratif dalam peraturanngang-
undangan bidang penataan ruang dan bangunan geediaigmemberikan kewenangan bebas
(ermessen/diskresi) kepada Pemerintah Daerah Kota Surabayak umenentukan jumlah
besaran minimum/maksimum persentase pengenaan demdiaistratif kepada pelanggar
intensitas pemanfaatan ruang dan bangunan gedurdptdi Surabaya yang sebelumnya
dibatasi paling banyak 10 % (sepuluh perseratus)niai bangunan yang sedang atau telah
dibangun sebagaimana diatur dalam ketentuan P&salyat (3) Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 sebagaimana telah hdidbagan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 6 Tahun 2013.

Pemerintah Kota Surabaya juga perlu mempertimbandd@hwa tujuan pengenaan
denda administratif adalah untuk mengembalikan pamtalisi semula atau menempatkan
pada situasi yang sesuai dengan hukueparatoir), sehingga Pemerintah Kota Surabaya
berwenang untuk menentukan pengaturan besaran dashd@istratif dalam Peraturan
Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Denda adratifistpabila dilihat dari karakter
normanya, bukan merupakan suatu kewajif@itht), tetapi merupakan kewenangan bebas
(vrij bevoegdheid) yang mandiri, tidak tergantung pada organ lainriyangan demikian,
pejabat pemerintahan diberikan wewenang secardusifskntuk menegakkan norma hukum
administrasi tanpa bergantung pada institusi l@pegi pengadil#. Untuk menentukan
pengaturan besaran denda administratif dalam ParatDaerah atau Peraturan Kepala
Daerahmaka harus dikaitkan dengan sifat sanksirasmaitif, yakni ditentukan berdasarkan
kebutuhan biaya kegiatan pemulihan atau pengembadida keadaan semijiaparatoir).

Dalam menentukan besaran minimum/maksimum pengerdenda administratif
sebagaimana dimaksud, perlu mempertimbangkantaajuel objek pajak; b. luas lahan dan
luas bangunan; c. indeks Kawasan; dan/atau d. bemakecilnya dampak yang ditimbulkan.
Penentuan besaran pengenaan denda administratifagasetana  dimaksud,

22 Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi HwkuAdministrasi; Suatu Pendekatan Komparasi,
Administrative Law and Governance Journal, VolN®, 1, 2019, him 134.
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mempertimbangkan pula tujuan kebijakan pengenaardaderogresif yang disyaratkan
sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksnitratif lainnya. Denda progresif
ini merupakan denda yang dikenakan kepada setiapggaran dengan menambah besaran
denda sampai pelanggar tersebut memenuhi persyangiag dimuat dalam sanksi
administratif. Berkenaan dengan kebijakan pengendamda administratif pelanggaran
intensitas pemanfaatan ruang, dalam Pasal 19 dsal P4 Peraturan Pemerintah tentang
Bangunan Gedung menyatakan bahwa setiap bangundongyesesuai fungsi dan
klasifikasinya, wajib memenuhi ketentuan peruntuklan intensitas bangunan gedung yang
dimuat dalam Keterangan Rencana Kota (KRK) yangs#ickan pada Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dagkumgan (RTBL). Ketentuan
intensitas pemanfaatan ruang merupakan pemenuhbadé kepadatan dan ketinggian
bangunan gedung dan jarak bebas bangunan geduiagp Bangunan Gedung yang didirikan
harus mengikuti ketentuan intensitas Bangunan Gedgang ditetapkan dalam RDTR
dan/atau RTBL, meliputi kesesuaian:

1.Kepadatan dan ketinggian bangunan Gedung:

a. koefisien dasar bangunan (KDB);

b. koefisien lantai bangunan (KLB);

c. Ketinggian Bangunan Gedung (KBG);

d. koefisien Daerah hijau (KDH); dan

e. koefisien Tapak Basemen (KTB).

2.Jarak bebas bangunan Gedung:

a. GSB;

b. jarak Bangunan Gedung dengan batas persil; dan

c. jarak antar Bangunan Gedung.
Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat P@paturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, telah mendelegasik@nangan pengaturannya kepada
Walikota Surabaya, khususnya untuk mengatur lelsihjut terkait bentuk dan cara
penghitungan denda administratif yang dikenakara#teppelanggar intensitas pemanfaatan
ruang dan bangunan gedung dalam Peraturan Watkotbaya.

Beberapa kebijakan pengaturan denda administradibnd peraturan perundang-
undangan bidang penataan ruang sebagaimana diseldittas, belum terakomodir dalam
ketentuan pengenaan sanksi denda administratibdagh pelanggaran intensitas bangunan
dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahu® Zentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerata KSurabaya Nomor 7 Tahun 2009
Tentang Bangunan, sehingga ketentuan pengenaara cgeidinistratif kepada pelanggar
intensitas bangunan gedung dalam Peraturan Walgat@baya Nomor 38 Tahun 2019 perlu
diselaraskan dengan aturan pengenaan sanksi detdmsdratif terhadap pelanggar
intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana diat@mdaleraturan perundang undangan
bidang penataan ruang.

Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahui®2€uang lingkup bangunan
yang diatur adalahseluruh bangunan kecuali bangyaag berdiri padaruang milik jalan,
ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman ddarjaijau. Sebelum dilakukan pengenaan
sanksi, dilakukan pengawasan terhadap penyelersggala@n perizinan bangunan. Lingkup
pengawasan terhadap penyelenggaraan dan periangarman dilakukan terhadap:

a. bangunan yang berdiri tanpa alas hak atas tanahsgndi atas tanah milik/dikuasai

oleh Pemerintah Daerah;

b. bangunan yang berdiri dengan alas hak yang sah;
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c. kesesuaian bangunan dengan izin lingkungan/ dokuekers lainnya yang menjadi

syaratmenerbitkan IMB dan penerbitan rekomendabi SL

d. kesesuaian bangunan yang dimanfaatkan dengan fbaggunan yang tercantum

dalam SLF bagi bangunan yang wajib SLF sesuai kedanyang berlaku.
Berdasarkan hasil pengawasan, Walikota berwenangbergkan sanksi administratif bagi
setiap orang atau badan yang melakukan pelangghai@m penyelenggaraan bangunan.
Penerapan sanksi administratif dilakukan dengarenkean bertahap, bebas, dan/atau
kumulatif. Pelaksanaan penerapan sanksi administliédtapkan dalam Keputusan Kepala
Dinas yang mendapat pelimpahan kewenangan penesapési, dalam hal ini adalah Kepala
Dinas yang membidangi urusan bangunan.

Di Kota Surabaya, pengenaan denda administratdngeiaran intensitas pemanfaatan
ruang di Kota Surabaya pernah diatur pada tahur? 3@itu dalam Pasal 16 ayat (1)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 20ltangnTata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kotaalsaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
Bangunan, yang disebutkan bahwa besaran dendaiattatihuntuk setiap pemegang IMB
yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai deetartlkan dalam IMB yang diterbitkan,
antara lain melanggar ketentuan Garis Sempadan uBangKoefisien Dasar
Bangunan/Koefisien LuasBangunan/Koefisien Tapak eB&xh dan ketentuan lain
dalamKeterangan Rencana Kota sebesar 5 (lima)r&tibusi yang seharusnya dibayar,
sebelum dicabut dengan Peraturan Walikota Surabimyaor 51 Tahun 2017. Pengenaan
denda administratif pelanggaran intensitas peméearfaauang di Kota Surabaya dikenakan
pada saat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 T2bd@ tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, diatur ketentuan mengenai raasaetribusi IMB yang dipungut
sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk niegrdisuatu bangunan. Pemberian izin
meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantpakksanaan pembangunannya agar tetap
sesuai dengan rencana teknis bangunan dan reratanadng, dengan tetap memperhatikan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Baman (KLB), Koefisien Ketinggian
Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bang@manmeliputi pemeriksaan dalam
rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang mexiebgmgunan tersel3tit Perhitungan
retribusi IMB didasarkan pada indeks fungsi, indeidasifikasi, dan indeks waktu
penggunaan, sehingga didapat indeks terintegrabkitpegan besarnya retribusi IMB. Dari
hasil retribusi tersebut, maka besaran nilai peagendenda pelanggaran intensitas
pemanfaatan ruang dapat ditentukan. Penghitungadadadministratif dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. nilai jual objek pajak;

b. luas lahan dan luas bangunan,;

c. indeks kawasan; dan/atau

d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbufan

Retribusi IMB ditetapkan dengan Surat KetetapamiBReti Daerah (SKRD) sedangkan denda
administratif ditetapkan dengan Surat Ketetapan d@emaerah (SKDD), yang bisa
diterbitkan tersendiri maupun menjadi satu kesatleargan SKRD.

% pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surlmaar 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Merhdini
Bangunan
4 pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahunt2024ng Penyelenggaraan Penataan Ruang
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KESIMPULAN

Berdasarkampenjelasan isu hukum sebagaimana pembahasan ddatagatkan kesimpulan
sebagai berikut:

A. Bentuk pelanggaran intensitas pemanfaatan ruafmmadep pendirian bangunan di
Kota Surabaya, antara lain pelanggaran terhadap:

1. ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;

2. jumlah lantai/lapis bangunan di bawah permukaaattan

3. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunandyamkan;

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum yang dkaim

5. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum yang dikan;

6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum yang diwajibkaan

7. Koefisien Tapak Basemen (KTB) maksimum yang diiamk

sebagaimana tercantum dalam Keterangan Rencana(lKRt§ yang menjadi dasar
penyusunan rencana teknis bangunan.

B. Konformitas hukum dalam pengenaan sanksi admitifstpglanggaran intensitas
pemanfaatan ruang terhadap pendirian bangunantdi&iwabaya dilakukan pada saat
pengajuan Izin Mendirikan Bangunan. Dari gambanitelang dilampirkan sebagai
persyaratan pengajuan IMB oleh pemohon, Dinas Bekmngkaji kesesuaian antara
gambar tersebut dengan ketentuan intensitas peatanfaruang sebagaimana
tercantum dalam KRK. Dalam hal terjadi pelanggardaensitas pemanfaatan ruang,
maka luasan bangunan yang melanggar tersebut @&#&endenda administratif
pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang. Besasadadadministratif tersebut
mempertimbangkan aspek-aspek: nilai jual objeklkpdjems lahan dan luas bangunan,
indeks kawasan; dan/atau besar atau kecilnya daygmakditimbulkan.

Untuk menerapkan denda pelanggaran intensitas gaatan ruang ini, Pemerintah Kota
Surabaya perlu menyusun dasar hukum terkait tata pangenaan denda pelanggaran
intensitas pemanfaatan ruang, baik dalam Peratfalikota tersendiri atau menjadi satu
kesatuan dengan Peraturan Walikota tentang Tata €angenaan Sanksi Administratif
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomiahén 2009 Tentang Bangunan.
Dalam Peraturan Walikota tersebut, juga perlu tileem besaran pengenaan sanksinya,
dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek: ndhiojpjek pajak, luas lahan dan luas
bangunan, indeks kawasan; dan/atau besar atanyadiampak yang ditimbulkan.

Dengan adanya pengenaan denda pelanggaran indepsiteanfaatan ruang diharapkan
dapat memberikan kepastian hukum bagi penyelendugmmgunan di Kota Surabaya serta
dapat menambah Pendapatan Asli Daerah dari Peadapanda atas Pelanggaran Peraturan
Daerabh.
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ABSTRACT

The diversity of religions and beliefs in Indonediaes not rule out the possibility of inter-religgomarriages
occurring. According to Article 35 and its explapat as well as Article 37 paragraph (1) of Law Noen23 of
2006 concerning Population Administration whichiiedtly provides opportunities for interfaith marges to
occur. This type of research is Normative LegaleResh by establishing legal issues, collectingllewgterials,
studying legal issues based on the materials thaé lbeen collected, drawing conclusions in the fafm
arguments that answer legal issues. The conclusan this study is that according to the law, ifaéh
marriages are invalid through a review of Law Numbef 1974 concerning Marriage, Compilation ofitsic
Law and Islamic Law and Constitutional Court DemisNumber 71/PUU-XX/2022.

Key words: marriage, different religions, the Constitutionab@t's decision

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara multikultural mdsampasebuah kenyataan yang tak terbantahkan.
Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai etnik yaagganut agama dan kepercayaan yang berbedadrtaa s
memiliki dan menggunakan berbagai macam Bahasaludek Indonesia menganut agama dan kepercayaan
yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen, HindBudha, Konghucu serta berbagai macam aliran
kepercayaan. Itulah sebabnya Indonesia memilikibegian Bhineka Tunggal Ikang tertulispada lambang
negara Indonesa, Garuda Pancaiimneka Tunggal Ikdapat diartikan "Itu berbeda, itu satu”, yang ksna
meskipun beranekaragam, pada hakikatnya bangsada@otetap merupakan satu kesatuan. Semboyan ini
digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kes&amgsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang terdiri atas beraneka ragam adat dan budayash daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercaya
Dalam kehidupan sehari-harinya selalu hidup berdiagam dengan segala perbedaan dan perbedaan siterak
dan sudut pandang hidup yang paling menjadi soratiaiah hubungan antar umat beragama. Masyarakat
Indonesia telah terbiasa hidup dengan bertoleerar umat beragama.

Berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 19d§ara menyelenggarakan, melindungi,
menghormati dan menghargai hak serta kewajiban avarggaranya. Untuk merealisasikan hal tersebut,
pemerintah telah membuat peraturan yang dapatglipakan sebagai acuan dan memberikan kepastiamhuku
dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengenai kakiadimana manusia yang berlainan jenis berhaikkun
hidup bersama serta membentuk keluarga dan mefanjuteturunannya melalui perkawinan seperti yang
tertuang dalam Pasal 28 Huruf B Ayat 1 Undang-Ugddbasar 1945(selanjutnya disebut UUD
1945)!Perkawinan merupakan suatu ikatan seorang prissel@rang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dah tkerdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perihal nilai-nilai agama sudah tegas diatkaiam Pasal 29 UUD 1945 serta sila pertama
Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD %848 harus juga dimaknai bahwasannya Negara
berdasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salahlaadasan konstitusional dalam mendirikan Neghma
menyelenggarakan pemerintahan. Dalam Pasal 29 UWOBb Jjelas menegaskan bahwasannya negara
berkewajiban untuk membuat segala bentuk perapgaimdang-undangan atau melakukan kebijakan-ketnjak
bagi pelaksanaan terwujudnya rasa keimanan kepatt@nTYang Maha Esa. Bahwa UUD 1945 tidak

! Undang Undang Dasar 1945
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memisahkan agama dengan negara dan agama kebefzadgamin oleh negara, nilai-nilai agama merupakan
sumber dari kebijakan-kebijakan negara. Maka segelijakan yang bertentangan dengan nilai agama
bertentangan dengan konstitusi.

Pengaturan tentang perkawinan itu sendiri telatudidi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan eildainan). Adanya UU Perkawinan secara umum dapat
menjawab semua kebutuhan tentang perkawinan shoasontal dan berfungsi sebagai sandaran atauankur
tingkah laku atau kesamaan sikap , juga berfurgfsagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyéeakat
arah yang lebih sempurna dan sebagai alat untulgecek benar tidaknya suatu tingkah laku. Fungsetart
ditegakkan dalam rangka memelihara hukum menujade@@epastian hukum dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman maka masalaimgemerkawinan juga semakin kompleks. Dengan
beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indodagiat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan
antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. katalzan kehidupan bermasyarakat tidak jarang terjadi
perkawinan yang dikatakan sebagai hal problema@dah satu contoh yaitu perkawinan beda agama.
Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hglhau dan telah berlangsung sejak lama bagi
masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawihada agama merupakan ikatan lahir batin antanasgo
pria dan wanita yang berbeda agama menyebabkaatlieya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat
syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agammasing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus
perkawinan beda agama tidak menimbulkan permagsgldiehkan cenderung selalu menuai kontroversi di
kalarangan masyarakat.

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam UndangrhdPerkawinan, tidak terdapat satu pasalpun
yang menjelaskan perkawinan beda agama. HanyaJsaiang-undang perkawinan memberikan isyarat dalam
Pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan dianggap sah lapdiakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan
masing-masing. Sehingga perkawinan beda agama bidtian kepada hukum agama dan kepercayaan masing-
masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hukusgibummat Islam menutup praktek perkawinan
beda agama, dalam pasal 40 huruf c jo pasal 44 Kasnplukum Islanfmelarang sepenuhnya perkawinan
beda agama. Sehingga tentu ummat Islam dilaranikatenaki-laki maupun perempuan Non-Islam.

Dalam Pasal 35 UU Administrasi Kependudukaeserta penjelasannya disebutkan bahwa “Pencatatan
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3kbeylila bagi:

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukanndiohesia atas permintaan Warga Negara
Asing yang bersangkutan.”

Penjelasan Pasal 35, dinyatakan: Huruf a Yang dioghidengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh
Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan amtaat yang berbeda agama. Huruf b Perkawinan yang
dilakukan oleh warga negara asing di Indonesiayshamengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai perkawinan di Indonesia.

Berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan, negtakah wadah yang melindungi hak-hak warga
negaranya, maka negara merupakan suatu wadah yakgwajiban untuk melindungi, mencatatkan dan
menerbitkan akte perkawinan. Dinas KependudukanGigatan Sipil (KCS) sebagai lembaga yang berwenang
untuk mencatatkan dan menerbitkan akta-akta mender@endudukan bagi mereka yang bukan Islam,
sedangkan untuk masyarakat yang beragama Islant dapwatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA).
Kedua lembaga tersebut tidak akan mencatatkan werka apabila para pihak yang akan melangsungkan
perkawinan memiliki agama yang berbeda. Berdasatkaian di atas terdapat adanya ketidaktegasan dan
ketidaksesuaian kedudukan hukum perkawinan bedanagdan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam
penelitian ini penulis mengangat isu tentang Bagaen keabsahan perkawinan beda agama dan akibat
hukumnya dalam sistem hukum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2b@®njatuhkan putusan dalam perkara Penguijian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdmasstKependudukan terhadap Undang-Undang Dasar

? Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, no. 22 (2001): 11

*Undang Undang No 23 Tahun 2006
4 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan am@sg@u menolak adanya perkawinan beda agama di
Indonesia

METODO PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahefitian Hukum Normatif dengan metetapkan isu inuku
mengumpulkan bahan bahan hukum, telaah atas isunhblkerdasarkan bahan bahan yang telah dikumpulkan,
menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yanganab isu hukum.

B. Pendekatan Masalah
Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penuleszalifian ini adalah :
Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan Konseptual
Pendekatan Historis
Pendekatan Kasus
Pendekatan Komparatif

agrwNPE

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Yang Digunakan adalah :

1. Data Primer
Bahan hukum primer yang digunakan adalah perapgaimdang-undangan dan segala dokumen resmi yang
memuat ketentuan hukum.

2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dengan metode studafitex. Dan Sumber data sekunder berasal dari akgy t
jurnal ilmiah, buku bacaan.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan bahan hukum dilakukan dengan mrgakses website dan jurnal jurnal yang
dipublikasikan secara online, dari buku buku daratpean perundang undangan yang terkait dengarifeeme

ini.

E. Analisis Bahan Hukum
Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan mengumpul#tata, menganalisis data dan menyajikan data yang
telah diperoleh .

HASIL DAN PEMBAHASAN

K eabsahan Perkawinan Beda Agama M enurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022

Setiap manusia mempunyai hak-hak dasar dalam keduithya dan hak-hak dasar itu sudah ada sejak
manusia itu lahir. Selain itu, hak-hak dasar tessetudah diakui secara universal. Hak-hak dasaebert
dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). DenganngdaHAM, maka setiap manusia mempunyai
perlindungan secara moral dan hukum. Hak Asasi Blaradalah hak-hak yang sudah ada di dalam dirusian
dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hakedrakbut harus selalu ada pada manusia sertaki@ak
dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilategajatnya.

Hak Asasi Manuasia berdasarkan Undang-Undang N@®@ofahun 1999 yaitu “Hak Asasi Manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikdteteeradaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang@ Mah
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormiifinjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hoku
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan gertiadungan harkat dan martabat manuSia.”

Setiap orang mempunyai hak untuk menikah dan bemkgd jika mereka mau. Pria dan Wanita
mempunyai hak yang sama untuk menikah maupun w#rkisah sesuai dengan keinginan mereka.Perkawinan

°G.J Wolhoff,Pengantar IImu Hukum Tata Negara Republik Indonesia

¢ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
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beda agama diakui di dalam Pasal 16 ayat (1) Dedilagniversal ‘Laki-laki dan perempuan yang sudah
dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewargaaag atau agama, berhak untuk menikah dan untuk
membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sataadsoal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di
saat perceraian”Dengan kata lain, ketentuan ini menjamin hak seticggng untuk menikah dan membentuk
keluarga walaupun pasangan calon suami dan isteseta agama.

Hak untuk melangsungkan perkawinan dijamin dalamyé€oan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik dengan tujuan untuk melindungi hak setiapng dan perlindungan keluarga. Hak untuk berkghmar
beragama dan berkeyakinan adalah termasuk dalarhdkalsipil. Indonesia telah meratifikasi Konvenan
Internasional Hak-Hak Sipil ddpolitik (ICCPR — International Covenant on Civil driPolitical Rights)pada
tahun 2006 dengan itu Indonesia telah menerima jKeavauntuk melindungi kebebasan hak-hak sipil dan
politik. Ketentuan-ketentuan Konvenan hak sipil daolitik telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Dasa
1945 Pasal 28B ayat (1) yang menegaskan bahwa setimg berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudiamatikan oleh Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untakibentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak ketsbaintuk memilih calon suami dan calon isteri,
termasuk perempuan memiliki hak untuk menikah dengearga negara asing dan bebas untuk
mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kesthglis kewarganegaraannya.

Dalam konteks hukum Internasional hak kebebasargamn agama diatur di dalam Pasal 18 ayat (1)
ICCPR adalaliSetiap orang bebas atas kebebasan berpikir, beakgyan dan beragama. Hak ini mencakup
kebebasan untuk menganut atau menerima suatu age#ma kepercayaan atas pilihannya sendiri dan
kebebasan baik individu maupun bersama-sama deagang lain dan baik di tempat umum maupun tertutup
untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalagiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan
pengajaran”.Kemudian hak membentuk keluarga melalui perkawitermuat di dalam Pasal 23 ayat (2)
ICCPR :*Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinamuk menikah dan membentuk keluarga harus
diakui”.

Namun, hak untuk membentuk keluarga dan melanjukiednrunan melalui perkawinan yang sah yang
dijamin di dalam Konvenan International yang sudahtifikasi dan Konstitusi dibatasi oleh ketentudirdalam
Pasal 2 ayat (1) UUP yang mensyaratkan sebuah wiedka adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itunj®elga di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUP
memaparkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukasing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dengan adanya pembatasan tersebut maka warga negayanerasa hak konstitusionalnya dirugikan
oleh negara mengajukan uji materil terhadap Unddndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan terhadap Undang Undang Dasar Replainesia Tahun 1945. Keberatan tersebut mereka
ajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembagg perwenang mengadili Perkara pada tingkat partam
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuknguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar
1945.

Adapun kewenangan mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUDb I8dnyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yandddidawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilaliteni lingkungan peradilan tata usaha negara,alein
sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) PerubalaigdK UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan teraldng putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kegyanalembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partaiigalian memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan
Umum”;

3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undleorgor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NMob&@, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut KHkuasaan Kehakiman) menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertalma terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dalmyara Republik Indonesia Tahun 1945; b.
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yaren&egannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutusbpiaran partai politik; d. Memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenanganyaing diberikan oleh undang-undang.”

7 . . . .
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
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4. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf aadgdJndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah 3 terakhir dergndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, bEdran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554) tentang Perubahan Ketiga Atas UndangbgndNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakéktahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terkahir yang putusannya lansiftuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undangriéegara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yamgningannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¢. Memutus pembubaran partai politik;

d. Memutus sengketa hasil perselisihan umum;

e.Wajib memberikan putusan atau pendapat DewandRéaw Rakyat mengenai dugaan pelangaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undangehipdasar.”

5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Ugddomor 12 Tahun 20£1entang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalaang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20atartg Pembentukan Peraturan Perundang-
Undaang (Lembaran Negara Republik Indonesia Talk® 2Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398) yang selanjutnyalulis UU PPP menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu
Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undangidridasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujinya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai leyabigengawal konstitusi (the guardian of constitujsio
lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sisterokdasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan
konstitusi (the sole and the highest interpreter tlid constitution) dan lembaga penjaga hak-hak
konstitusional warga negara (the protector of dtuiginal rights of the citizens). Maka pabila tepadt
undang-undang yang berisi atau terbentuk berteatadgngan konstitusi (inconstutional), maka Mahkama
Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkabetadaan undang-undang tersebut secara
menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undangagngleng diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57
ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang menyatakan: 4
(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusammgnyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/ataiahagdang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusafmrahwa pembentukan undang-undang dimaaksud
tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undmrgasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tatselak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusioX@8/PUU-1X/2011 yang membatalkan ketentuan
dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-UnNangor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamamsti€usi, Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk memutuskan amar selain yang diterapkan d&lasal 57 ayat (1) dan ayat (2), memberi perintah
kepada pembuat undangundang, dan rumusan normgasqiEngganti norma dari undang-undang yang
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Diegmra Republik Indonesia 1945;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nid#takamah Konstitusi berwenang untuk melakukan
pengujian konstitusionalitas suatu UndangUndartatiap UUD 1945;

9. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkaguyp@nnya oleh para Pemohon kepada Mahkamah
Konstitusi dalam perkara ini adalah Penjelasan IPEsdwuruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Nedaepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor&ddYsebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atdarld-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

10.Bahwa dalam hal ini, para Pemohon memohon agahklWmah Konstitusi melakukan pengujian
konstitusionalitas Penjelasan Pasal 35 huruf a bigdadang Administrasi Kependudukan yang
menyatakan: “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan
yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”

8Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
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11.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturarkavteth Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndangstrigia disebut PMK 2/2021) menyatakan: 5 Pasal 2
(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang €ap@®. (2) ... (3) ... (4) ...

12.Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan élemohon merupakan undang-undang yang masih
masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Kosistsebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman,
Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3MKserta Pasal 9 ayat (1) UU PPP;

13.Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut dgj pegmohonan para Pemohon untuk melakukan pengujia
Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kepdukian terhadap UUD 1945. Maka berkenaan dengan
yuridiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi beramy untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
pengujian konstitusional perkara a quo dalam peamnah ini.

Penjelasan resmi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2@@8askan bahwa yang dimaksud dengan
“Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” seib@ay@a diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a hdala
perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbgdea’

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiékvdnangan untuk menjalankan prinsip check and
balances, menguji atas konstitusionalitas suatungkang-undangan, yang merupakan hasil dari pengasun
lembaga legislative, serta mereinpretasi bentukimiEang-undangan sebagai bentuk koreksi bagi pengala
konstitusi yang lama, yang dianggap muiltitafSir.

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indordsgpat menimbulkan implikasi terjadinya
perkawinan antarpemeluk agama dan aliran kepernay®kawinan beda agama merupakan ikatan lahir bat
antara seorang pria dan wanita berbeda agama nabkabbersatunya dua peraturan yang berlainan mange
syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuamhagamanya masing-masing. perkawinan yang ditetapka
oleh pengadilan yang terdapat dalam penjelasarl Basauruf a Undang-Undang Administrasi Kependuduka
seharusnya diartikan terbatas, yaitu pada haldmad yidak bertentangan dengan peraturan perundahaagan
dan nilai-nilai konstitusi, seperti isbat nikah,bagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI disp&ns
perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undadgng Perkawinan dan Pengesahan Perkawinan akibat
belum dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaandiatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Administrasi
Kependudukan.

Bahwa lebih jauh lagi Mahkamah Konstitusi menyatakialam kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar &4 agama menjadi landasan dan negara mempunyai
kepentingan dalam hal perkawinan. Negara berperdokumemberikan perlindungan untuk membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinyang sah merupakan wujud dan jaminan
keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidaghbbhnya dilihat dari aspek formal semata, tetapa |
harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. mertan kesempatan kepada masyarakat umum dalam
melaksanakan haknya untuk beribadat dan melanganngirkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama
yang dianut. Sebagai bangsa yang beragama maka mperhperhatikan pentingnya menempatkan falsafah
negara yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Watladang Dasar 1945 sebagai landasan konstitueidal
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Babasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan ialah
ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan taessgbagai suami istri dengan tujuan membentukakgéu
(rumah tangga) yang bahagia dan tetap berdasargh&nan Yang Maha Esa.” Kemudian pada Bab 1 Rasal
ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah apabilakdkan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu.” Demikian pula Bab 1 Pasal & &%) yang berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan itu atit
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Semua itu sudah relevan dengan kepribadian bayaisg beragama dan menjunjung tinggi konstitusi
negara selain sesuai dengan pentingnya merawatesutalga manusia yang menjunjung akal sehat dan akal
selamat juga memenuhi hakikat jalan hidup dan jadati manusia untuk menuju dua alam kebahagiaaikihak

Pernikahan beda agama termasuk perbuatan teradammsyarakat. “Perkawinan yang sah
menurut ajaran agama Islam yang telah memenuhatsgian hukum. Kedua unsur itu tidak dapat dinegasik
dia bersifat universal dan mendasar.

®Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
°Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi émplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Rdplidonesia, (Bandung: PT
Cira Aditya Bakti, 2006), 167
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Dengan adanya pengaturan pencatatan perkawingm $stiap warga negara yang
melangsungkan perkawinan secara sah, menunjukkbwabaegara berperan dan berfungsi memberikan
jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan mp&me hak asasi manusia yang merupakan tanggung
jawab negara dan harus dilakukan dengan prinsiatyg@n perundang-undangan sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XX220menjatuhkan putusan dalam perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juhétdang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan terhadap Undang-UndangaDBlegara Republik Indonesia Tahun 1945 menolak
melegalkan perkawinan beda agama.Mahkamah tetappgeadiiriannya terhadap konstitusionalitas perkawin
yang sah adalah yang dilakukan menurut agama daerdayaan perkawinan yang sah, adalah yang dilakuka
menurut agama dan kepercayaan, serta setiap ped@wiarus tercatat sesuai dengan peraturan pegidan
undangan,

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinarirdionesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi PresiRiepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-umgdanini mengatur masalah-masalah yang berkaitan
dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agddaéam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1pdliken: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukanurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanriya itu

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawidi luar hukum masing-masing agama dan
kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa galsah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdamarlpenjelasan diatas perkawinan yang dilakukan
diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengdn gdur agama artinya perkawinan beda agama ftitlak
perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap digiekn untuk melangsungkan pernikahan beda agamdiber
pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undan

Jadi menurut hukum positif yang berlaku di Indoaggiitu menurut Undang Undang Perkawinan Nomor
1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan di Indonesia tidakganal perkawinan beda agama. Terhadap Perkawinan
Beda Agama ini sudah ada Keputusan Mahkamah KosistMomor 71/PUU-XX/2022 yang memutuskan
Perkawinan Beda Agama belum dapat diresmikan difadia. Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap
konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yhlagukan menurut agama dan kepercayaannya seidp se
perkawinan harus tercatat sesuai dengan peratutanang — undangan.

Sementara seluruh agama yang diakui di Indordeiartiembolehkan adanya perkawinan yang dilakukeakegtua calon
berbeda agama. Sebagai salah satu altematifesiganipan keduanya tetap dapat dilaksanakan atiaigan Sementara seluruh
agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkagadaerkawinan yang dilakukan jika kedua calonedertagama. Sebagai
salahsatu alteratif agar perkawinan keduanyadags dilaksanakan adalah denganmelakukan peakedliituar negeri, atau salah
satu pihak meleburkan diri kepadasalah satu ag@teatuan-ketentuan ini disebut sebagai salalaapenyelundupan hukum bagi
perkawinan beda agama.

Apabila diperhatikan dalam Pasal 2 Undang-undarigg®inan Nomor 1Tahun 1974, Perkawinan adalahapahijla
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanykegncayaannya itu. Artinya pihak yang akan kavéinganutagama yang
sama. Jika kedua-duanya itu berlainan agama, rmgatamtuan dalamUndang Undang Perkawinan daturper pelaksananya,
maka perkawinantidak dapat dilangsungkan, kepadiila salah satunya ikut menganut agama pihalffaiito. Walaupun demikian
Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidekmskan secara jelasperkawinan campuran beragserkadaanagama.
Mengenai nikah siri, pemikahan seperti ini walaugah secaraagama tetapi tidak mempunyai bulisktitiek dicatat dengan kata
lainpernikahan tersebut tidak dilakukan dihadagscatat nikah. Denganperkawinan seperti ini daiihetc-hak dan kewajiban-
kewajiban suamiistericenderung banyak merugikak steri terutama jika terjadi perceraian.Seleimpsalahan yang berhubungan
dengan pengakuan negara ataupengakuan dari kepeftaggma atas perkawinan, pasangan yang melaksanak

Zulfa Djoko Basukiberpendapat perkawinan beda agdinhaar negeri lebih sebagai upaya menghindari
hukum yangseharusnya berlaku kepada mereka. YadsalP2 Undang-Undang Perkawinan 1974.
Perkawinandemikian merupakan "penyelundupan hukudaly karenanya dapat dibatalkan. perkawinan itu
tidaksah karena tidak memenuhi syarat Pasal 2 UU Ndlrahun 1974. Meskipun tidak sah menurut
hukumindonesia, Dinas Kependudukan dan Catatan|l Sgtap menerima pendaftaran perkawinan

1 “Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di LuaeNeg

http://iwww.hukumonline.com/detail.asp?id=1282I=Berita
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tersebut.Pencatatan di sini bukan dalam konteks ¢daknya perkawinan, melainkan sekedar
pelaporanadministratif

Perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalséiah lain di kemudian hariterutama untuk perieewbedaagama.
Misalnya saja, pengakuan negara atas anakyandkalitamasalah perceraian, pembagian harta atengsaieh warisan.Belum lagj,
dampak-dampak lain, seperti berkembangnya gayatidtisp bersamaatau hidup tanpa pasarigan.

yang terkadang bisa dipicu karena belum diteriapemgawinan bedaagama.Perkawinan beda agama fyeakianinan
campuran dalam pengertianhukum nasional kita kpgkawinan campuran menurut Undang-UndangPerkadisebut sebagai
perkawinan yang terjadi antara Warga Negara Inddeegan Warga Negara Asing, akan tetapi perkaiieda agama di
masyarakatsering pula disebut sebagai perkawinapun.Undang-undang Perkawinan sendiri penafisminya hanya
mengakuiperkawinan yang dilangsungkan berdasajiemealan kepercayaan yangsama dari dua orang epaigab jenis yang
hendak melangsungkanperkawinan. Dalam masyarakgplysalistik seperti di Indonesia, sangatmunigijadi perkawinan diantara
dua orang pemeluk agama yangberlainan. Beberaparaienereka yang mempunyai kelimpahan materinmuticlik terlampau
pusing karena bisa menikah di negara lain, namaint=ga yang kondisi ekonominya serba pas-pasan.ifienenimbulkansuatu
masalah hukum.

Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan bedaagama
1.Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama
2.Pernikahan dapat dilakukan berdasarkan satu agamgamhg lainnya tunduk terhadap agama
pasangannya, walaupun sebenarnya mereka masih ukemghma masing masing, hanya sebagai
syarat untuk sahnya pernikahan.

Kedua hal tersebut dapat diartikan sebagai penglapan hukum karena hanya dilakukan agar
pernikahan dianggap sah di mata hukum positif dohesia.

Adapun pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkdantor Urusan Agama dan pernikahan
pasangan selain beragama islam dicatatkan di K&attatan Sipil.Perkawinan yang dilakukan sesuainagdan
kepercayaan adalah sah menurut agamanya namumgikawinan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga
negara maka perkawinannya dianggap tidak sah dak tliakui. Begitu juga sebaliknya, jika perkawinan
tersebut sah dan dicatatkan secara hukum tapi tidhkberdasarkan agama maka agama tidak mengakui da
tidak mengesahkan perkawinan tersebut. Sahnya wigxa adalah menurut ketentuan undangundang yang
berlaku yaitu sah berdasarkan agama dan dicatadaara hukum.

Nilai agama sudah tegas diakui dalam Pasal 29 U3 Eerta sila pertama Pancasila yang dicantumkan
dalam Pembukaan UUD 1945 yang harus juga dimakahivasannya Negara berdasarkan pada nilai-nilai
agama sebagai salah satu landasan konstitusioriain danendirikan Negara dan menyelenggarakan
pemerintahan. Bahwa bunyi dalam Pasal 29 UUD 18#fs jmenegaskan bahwasannya: Ayat (1) dinyatakan:
“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esaf (@yalinyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masimg untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.” Pasal tersebut mengandung anbhwa negara berkewajiban untuk membuat segala
bentuk peraturan perundang-undangan atau melakitajakan-kebijakan bagi pelaksanaan terwujudnga ra
keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

UUD 1945 tidak memisahkan agama dengan negaragianaakebebasannya dijamin oleh negara, nilai-
nilai agama merupakan sumber dari kebijakan-kebijakegara. Maka segala kebijakan yang bertentangan
dengan nilai agama bertentangan dengan konstitlathm bagian “Pendapat Mahkamah” Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 disebutkan bahaasya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
adalah domain forum internum yang merupakan koreediipenerimaan Pancasila sebagai dasar negaiep Set
propaganda yang semakin menjauhkan warga negarRBaterasila tidak dapat diterima oleh warga negaray
baik. Mahkamah Konstitusi pada putusan mengenagiiam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Penyalahgunaan Penodaan Agama (Putusan MahkamatitisirfNomor 140/PUU-VI11/2009) menyatakan: 12
“Atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasamghma yang demikian maka di Indonesia sebagairaeg
Pancasila, tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan praktik yang menjauhkan warga negara dari Pdacas
Atas nama kebebasan, seseorang atau kelompolkdiggesit mengikis religiusitas masyarakat yang telefarisi
sebagai nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentparundang-undangan di Indonesia

2 Suryadi Sugandelukum Perkawinan di Indones{&emarang, FH UNDIP, 2005), halab.
13 “perkawinan Beda Agama”,
http://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=Beridiakses tanggal 5 Agustus 2009
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Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat demgaa pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang
menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sepagaip utama, serta nilai-nilai agama yang medesnd
gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negarp jamisahkan hubungan antara agama dan negara
(separation of state aand religion), serta tidakata-mata berpegang pada prinsip individualisme punau
komunalisme**

Berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UULb Mahg menyatakan bahwasannya: Ayat (1)
dinyatakan: “Setiap orang berhak memeluk agamabdsibadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewargaresyar memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.” Ayat (2)ydtakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan rinéyak
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesmgjash hati nuraninya.” Pasal tersebut mengandurana
bahwa setiap manusia yang hidup, bebas untuk mémentdan memilih agama dan kepercayaannya yang
dianggap paling baik, serta berhak atas pemikieansikap yang mereka ambil dikehidupan seharidesuai
dengan hati nurani yang mereka anggap benar selamaa itu tidak merugikan orang lain.

Penambahan rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) sertaingn peng-hormatan, perlindungan,
pelakanaan, dan pemajuannya ke dalam UUD 1945 lséwmata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi
perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin angggp HAM sebagai isu global, melainkan karena
hal itu merupakan salah satu syarat negara hukieng&h adanya rumusan HAM dalam UUD 1945, maka
secara konstitusional hak setiap warga negara @éaduguk Indonesia telah dijamin yang di mana dalam
hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandanpara bd4AM harus memperhatikan karakteristik Indonesia
dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengasjikan, sehingga diharapkan akan terciptanya galin
menghargai dan menghormati hak asasi tiap-tiapkpiBalam menjalankan hak dan kebebasannya terdapat
batasanbatasan tertentu yang tidak dapat dilandgai terjaminnya penghormatan atas hak dan kebebasa
orang lain sebagaimana bunyi Pasal 28J ayat (2) yemyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebgaann
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan ydatapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormagsnhak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan muitai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban urdatam
suatu masyarakat demokratis

Dengan adanya dasar filosofis sebagaimana yanly dél@aikan di atas, bahwasannya kebutuhan untuk
mendasarkan seluruh perundang-undangan dalam kdasep moral yang berlandaskan nilai-nilai Ketunana
Yang Maha Esa adalah sebuah keniscayaan dalananateygara Republik Indonesia yang tidak dapat ditaw
tawar atas dasar apapun. Oleh karena itu, tidakkedatuhan lain untuk mempertahankan Penjelasaal Bas
quo selain dari pada harus ditegaskannya kembédi-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup
bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positifareegBerdasarkan alasan utama sebagai framework
permohonan judicial review inilah, maka secara dm@essama membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) U5 untuk melakukan uji materiil atas PenjelasasaP
35 huruf a Undang-Undang Administasi Kependudukan.

Pernikahan, baik berbeda agama maupun tidak, miaopbdlak Asasi Manusia yang tidak boleh
dihambat oleh negara.UU Perkawinan dibuat untuk begikan rasa aman dan kepastian hukum setiap pkemelu
agama. Sementara, setiap agama memiliki aturan lyarmpda, sehingga tidak mungkin untuk disamakatusu
hukum perkawinan menurutsatuhukumagamadankepermt®gmaerintah juga menyatakan pernikahan beda
agama dan kepercayaan tidak boleh dilakukan ater #8AM dan kebebasan. Sebab, dalam menjalankan dua
hal itu negara telah menetapkan pembatadaangan maksud semata-mata untuk menjamin pengalaman
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lata, w&uk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanaterkbanumum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspekmfdr semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek
spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentangdadan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapka
keabsahan administratif yang dilakukan oleh nedzatam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasamelgara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan.
Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yamnjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam
hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sertab@rianggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang
Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlaggaumidup manusia. Negara juga berperan memberikan
pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupansab® dalam tali ikatan perkawinan

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/20[3934.10])
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Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU2022, Mahkamah Konstitusi (MK)
menolak gugatan uji materi Penjelasan Pasal 35 lautindang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Penolakian in
didasarkan karena tidak terdapat hubungan seb#&latadkihtara anggapan kerugian hak konstitusionaaten
berlakunya Penjelasan Pasal a quo. Bahwa dengabulilannya permohonan a quo maka kerugian hak
konstitusional yang dialami para Pemohon tidak ak#au tidak terjadi lagi serta dapat memulihkan hak
konstitusional dan memberikan kesempatan kepadaamsd@t umum dalam melaksanakan haknya untuk
beribadat dan melangsungkan perkawinan berdasketantuan-ketentuan agama yang dianut.

Setiap orang bebas memeluk agama sesuai keperoggasebagaimana jaminan di UUD 1925 Pasal 29
ayat 2, namun tidak ada perubalpada kondisi atau perkembangan tentang keabsahaatptan perkawinan.

Melalui putusannya MK telah memberi landasan ktunsitinalitas relasi agama dan negara dalam hukum
perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabgatawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan
administratif perkawinan dalam koridor hukum. Matmedn menyatakan keabsahan perkawinan merupakan
domain agama melalui lembaga atau organisasi kesayaryang berwenang atau memiliki otoritas memberi
penafsiran keagamaan. Peran negara menindaklamisil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau
organisasi tersebut. Adapun mengenai pelaksanascataan perkawinan oleh institusi negara dalangkan
memberi kepastian dan ketertiban administrasi kepenkan sesuai semangat Pasal 28D ayat (1) UUD. 1945
Terhadap konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f dan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tersebut, MK
mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang diakui Indonesia yang kemudian tertuang
dalam konstitusi sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Meskipun demikian, HAM yang berlaku di
Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai
identitas bangsa. Jaminan perlindungan HAM secara universal tertuang dalam Universal Declaration of Human
Rights (UDHR). Walaupun telah dideklarasikan sebagai bentuk kesepakatan bersama negara-negara di dunia,
penerapan HAM di tiap-tiap negara disesuaikan dengan ideologi, agama, sosial dan budaya rakyat di negara
masing-masing.

Mahkamah mengingatkan berdasarkan rumusan Pasa28K1) UUD 1945 ada dua hak yang dijamin
secara tegas yakni “hak membentuk keluarga” dak fielanjutkan keturunan”. Frasa berikutnya menukguk
bahwa ‘perkawinan yang sah’ merupakan prasyaranabngka perlindungan kedua hak tersebut. Artinya,
perkawinan bukan diletakkan sebagai hak, melainkg@ipagai prasyarat bagi pelaksanaan hak membentuk
keluarga dan hak melanjutkan keturunan. Berdasankaian tersebut jelas bahwa dalam konteks penigdn
hak untuk menikah terdapat perbedaan mendasaaddiiR dengan UUD 1945. Sebagai negara hukum yang
menegakkan supremasi konstitusi, tanpa mengesakguinigak asasi yang bersifat universal dalam UDHR
sudah seharusnya MK menjadikan UUD 1945 sebagdatam utama dalam menilai hak konstitusional warga
negara.

Perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah gséblispresi beragama. Dengan demikian,
perkawinan dikategorikan sebagai forum eksternumnalha negara dapat campur tangan sebagaimana halnya
dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan hajpi, peran negara bukanlah membatasi keyakinan
seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekdpeesgama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran
agama yang dianut. Perkawinan merupakan salatbghiing permasalahan yang diatur dalam tatanan hakum
Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 1/1974.

Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dikak warga negara termasuk dalam hal menyangkut
urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta thEkentangan atau melanggar peraturan perundang-
undangan. Peraturan perundang-undangan mengekawpean dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak
dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitaneygaih perkawinan.

Pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal REY 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang
dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tuntkihadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamgalkesn dan penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sedelagan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kezan
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat denwkridasarkan hukum.

Sudah jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konshtosior 71/PUU-XX/2022, perkawinan beda
agama tidak diakui di Indinesia. Perkawinan BedarAg yang dilakukan di Indonesia tidak sah menurktim
dan peraturan perundang-undangan yang berlakuddnésiaPerkawinan beda agama itu tertolak dalam sistem
hukum Indonesia. Keputusan tersebut menegaskamnaskgastitusional terhadap penolakan perkawinarabed
agama

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas perkawinag géakukan diwilayah hukum Indonesia harus
dilakukan dengan satu jalur agama yang artinyagwérian beda agama tidak diperbolehkan untuk ditedsan
dan jika tetap dipaksakan untuk dilangsung mak&avénan beda agama tersebut menjadi tidak sah dan
melanggar undang-undang.
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Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan baPmtasan Mahkamah Konstitusi bersifat final.
Hal ini berate Putusan Mahkamah Konstitusi telahmitiei kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam
persidangan MK. Putusan yang telah memiliki kekuatakum tetap memiliki kekuatan mengikat untuk
dilaksanakan.

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama M enur ut Putusan M ahkamah Konstituss Nomor 71/PUU-
XX/[2022

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU2022, Mahkamah Konstitusi (MK)
menolak gugatan uji materi Penjelasan Pasal 35 fHarWndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.Terkait
Penolakan ini didasarkan karenatidak terdapat hgdnunsebabakibat antara anggapan kerugian hak
konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasaloa dandalam permohonan para Pemohon sama sekali
tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentaagtara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian denga
pasal-pasal dalam uuD 1945 yang menjadi dasar piangu
Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap koristigigas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan
menurut agama dan kepercayaan, serta setiap ped@wiarus tercatat sesuai dengan peraturan pegidan
undangan. Berdasarkan uraian di atas perkawinam legghma menimbulkan akibathukum dikarenakan
perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah memasihg-masing agama sehingga tidak sah juga menuru
UU Perkawinan. Sahnya perkawinan adalah menurutnkean undang undang yang berlaku yaitu sah
berdasarkan agama dan dicatatkan secara hdRum.

Akibat hukum dari perkawinan yaitu mengenai keabagterkawinan, keturunan, waris, dan harta benda.
Dengan adanya perkawinan yang tidak sah terselpat daembawa akibat terhadap status dan kedudulekn an
Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, bahwa anakdshh anak yang dilahirkan dalam atau sebagaatkib
perkawinan yang sah. Karena perkawinan kedua onzemgya tidak sah menurut hukum agama atau hukum
perkawinan maka anak yang dilahirkan dari perkawibarbeda agama adalah anak tidak sah atau amak lua
kawin.

Menurut Pasal 99 Huruf a KHI menyebut anak yangas#diah anak yang dilahirkan dalam atau akibat
perkawinan yang sah baik secara agama ataupun hysugrberlakd®

Bahwa status anak sah atau anak luar kawin tidakilike hubungan perdata dengan ayahnya, anak
hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu danakghuibunya saja sebagaimana diatur dalam Pasatat3
(1) UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI yang menyataRasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dinyatakan: ‘lAna
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempurydiungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Pasal 100 KHI, dinyatakan: “Anak yang lahir di lysrkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya dan keluarga ibu.

Harta Benda dan Waris Dalam perkawinan, terdapat \waris yang berarti harta yang diberikan dari si
Ayah untuk istri dan keturunannya. Sistem pembagiaris biasanya tergantung dari pihak yang memiagik
waris, yaitu ingin membagikannya dengan sistemsaagama atau keperdataan (BW).

Dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentamgkdhan Undang Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bgbevliawinan adalah hal yang penting untuk dilaporkan
dan dicatat oleh Instansi Pelaksana. Jadi pernikghag sah secara agama tidak serta merta meajadesara
hukum apabila tidak dicatatkan menurut Undang Ugdgang berlaku. Oleh karena perkawinan tidak sah
menurut hukum, maka status hukum terhadap inditédsebut adalah belum menikah walaupun mereka telah
menikah secara sah menurut agama. Pencatatan jreakawga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkeh o
pengadilan Pencatatan perkawinan yang ditetapkagagédan adalah pencatatan untuk berbeda aganmaumNa
disini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil damgncatat perkawinan bukan mensahkan perkawinan
beda agama.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpudghwa :

Nikah beda agama menurut Undang Undang PerkawioamoN1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan Pasal
8 huruf f, KHI Inpres No 1/1991 Pasal 40 point G, dan 118 menyebutkan bahwa perkawinan beda agama
dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan kecuadihsahtu pasangan tunduk terhadap agama dan keyakina
dari pasangan. Menurut Keputusan Mahkamah Konsftasor 71/PUU-XX/2022 yang sudah bersifat final
dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus ditaksn juga menolak adanya perkawinan beda agama.
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Saran

Diharapkan bagi pasangan berkewarganegaraan Indonetuk tidak melakukan perkawinan beda
agama dikarenakan menurut hukum positif di Indangsrkawinan beda agama tidak diakui dan tidak sah.
Dengan tidak diakuinya Perkawinan beda agama dirlesia membawa akibat hukum yang merugikan bagi
pelaku perkawinan beda agama.
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PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT
SUKU TAMBEE DI KABUPATEN LUWU TIMUR
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Universitas Narotama
Mail.sapiu@gmail.com

ABSTRACT

Ulayat rights are a series of authorities and albliopns attached to a customary law
community. Indigenous peoples are a group of peapie have the same cultural identity,
live for generations in the same geographical dased on ties of ancestral origins, have
wealth and customary property that are jointly otvi@ad have customary institutions or
norms. This research uses normative juridical rebemethods, namely analyzing a legal
problem with applicable rules. Whereas the existesfdhe Tambee tribe community existed
before the independence of the State of Indonesid now, the village inhabited by the
Tambee tribe has abundant natural potential supgday a fairly large area. Bearing in mind
that land has economic value, ulayat land locatethe village must be safeguarded for
assets. That form of legal protection for ulayatdldocated in a ulayat village must be
certified in order to protect and provide legaltagty in the form of a certificate. Whereas
the safeguarding of communal land assets is capuédirst by stipulating communal land by
the local Regional Government by requiring the suppf local law enforcement officers.
After obtaining a decree, the land is registerethatiocal land office for measurement and a
land parcel identification number is issued ashthi®s for land registration.

Keywords : Customary law community, Tambee Tribe, Governnmigaast Luwu

PENDAHULUAN
Hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukknmhunasional, telah

mengalami perkembangan searah dengan perkembandap Mmasyarakat adat yang
melingkupinya. Hukum adat merupakan hukum yangpigiving law) pada suatu wilayah
masyarakat hukum adat. Dalam tataran hukum nasidh#tum adat diakui urgensinya
dalam kerangka pembangunan hukum nasional, yangliigomgsi untuk melengkapi dan
mendinamiskan aturan hukum yang berlaku secanaiserBahwa dalam Pasal 18 huruf B
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tal9#4b (UUD 1945) dinyatakan
bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuatkesaasyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup danase&lengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,gydratur dalam undang-undang.
Merujuk pada Pasal 28 huruf | ayat (3), identibaslaya dan hak masyarakat tradisional

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dadgtemn.
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Suatu masyarakat hukum adat sangat erat kaitarngrygad kepemilikan hak ulayat,
bahwa tanah yang mereka miliki digunakan sebagaibsu penghidupan. Konsepsi hak
ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai koadistik-religius magis yang memberi
peluang penguasaan tanah secara individual, sekddk yang bersifat pribadi, namun
demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sghinigpat dikatakan hak ulayat bersifat
komunalistik karena hak itu merupakan hak bersanggata masyarakat hukum adat atas
tanah yang bersangkutan. Sifat magis-religius mekurkepada hak ulayat tersebut
merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebsgguatu yang memiliki sifat gaib dan
merupakan peninggalan nenek moyang dan para lepdda kelompok masyarakat adat itu
sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan peugaid mereka sepanjang masa dan
sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersefmata hak ulayat dapat mempunyai
kekuatan berlaku kedalam dan keluar (Boedi Harsbhikum Agraria Indonesia Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi darakBahaannya:2005). Kedalam
berhubungan dengan para warganya, sedang kekuetkkib keluar dalam hubungannya
dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, diaagut “orang asing atau orang
luar”.Berdasarkan sistem hukum adat dikenal 2 (dnagfam hak atas tanah, yaitu (llyas
Ismail, Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam SistemutduRgraria Nasional
2010). Hak atas tanah yang dikuasai secara bers@hasuatu masyarakat (hukum) adat,
yang dalam istilah teknis yuridisnya disebut hakyat dan Hak atas tanah yang dikuasai
secara perorangan. Bahwa hingga sat ini, masiapgatdnasyarakat hukum adat di Provinsi

Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur ialah ST&onbee

Gambar 1. Dokumentasi Suku Tambee

Sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, ordagbeetelah memiliki konsep yang baik
tentang tata ruang yang pada lingkungan kawasandadaana mereka bermukim. Kawasan
adat yang dikuasai oleh masyarakat stiimbeesangat luas, yaitu mencakup wilayah yang
pernah diserahkan oleh Tadulako Matano pada saakméadir di Tana Nuha (di wilayah

Kabupaten Luwu Timur). Dalam masa sejarah ST&mbeetanah-tanah tersebut diatur dan
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ditata sesuai dengan kebutuhan serta peruntukkagadekawasan masing-masing. Hal ini
dibuktikan dengan pembagian-pembagian wilayah padeasan adat yang ada.

Masyarakat sukurambeetelah memiliki kesanggupan untuk mengatur kawasdayah
adatnya sesuai dengan peruntukkan serta fungsingiasmsing kawasan. Pembagian-
pembagian tersebut merupakan tata cara dan gamhberaang kearifan dari sebuah
perencanaan wilayah secara ekonomi serta proseésmerhan dan penguatan budaya
lokalnya (I Wayan Norsa Adiwijay&ragmen-fragmen Sejarah Suku TamB6&9.). Namun
dalam era globalisasi dewasa ini, kegiatan invesya®ig menjadi tulang punggung
pembangunan terkadang mendistorsi hak ulayat, draelhut yang sering menyebabkan
terjadi konflik antara investor dan masyarakat aatati pemerintah dan masyarakat adat,
akibat adanya sudut pandang yang berbeda mengengelplaan dan pemanfaatan tanah
yang terkait dengan hak ulayat. Berdasarkan latgakbang yang telah dipaparkan diatas,
penulis kemudian tertarik untuk meneliti dan menldarya ilmiah mengenai eksistensi hak
ulayat masyarakat adat SuKiambeedalam kaitannya dengan hukum positif khususnya
tentang hukum pertanahan. Atas uraian diatas, igeteuarik meneliti lebih lanjut mengenai
‘“PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU
TAMBEE DI KABUPATEN LUWU TIMUR”

METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalatebuah prosedur atau lagkah- langkah dalam merkaapat
pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelé@alah cara sistematis untuk menyusun
ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian hdatga untuk melaksanakan metode
penelitian, adapun yang menyangkut tentang metodologi penreldalam penelitian ini
meliputi:
2.1 Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empy@stu mengkaji hukum teoritik dan
normatif yang dikenalaw in book juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya
(law in action). Kesesuaian antara hukum dalam prespektif nofrdati hukum dalam
perspektif empiris merupakan suatu tuntutan realitéuk mengefektifkan hukum dalam
kehidupan. Penelitian ini didasari oleh suatu pémuik bahwa hak ulayat masyarakat
adat Suk@iambeemasih eksis sampai saat ini.
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2.2Pendekatan masalah
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian in ipEndekatan empiris yakni meneliti
eksistensi hak ulayat masyarakat adat Stéonbeedan mengkaji konsistensi peraturan
perundang-undangan dan pemerintah dalam pengakaarperlindungan hak ulayat
SukuTambeeserta mempelajari hubungan hukum antara hukuntifpdan hukum adat
SukuTambee
2.3 Sumber bahan hukum
Data yang diperlukan dan diperoleh dalam melaksanaknelitian ini yaitu berupa data
primer dan data sekunder, yang penjelasannya Setegait:
2.3.1Bahan hukum primer
data yang diperoleh langsung dari lapangan dengem melakukan wawancara
dengan pihak tetua adat Sukambeedan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Timur.
2.3.2Bahan hukum sekunder
data berupa berbagai bahan kepustakaan, sepeut &uikel, dan hasil penelitian
lainnya, yang berkaitan dengan hubungan hukum gatslan hak ulayat

masyarakat adat dengan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Suku Tambee Di Kabupaten Luwu Timur

Konsep “masyarakat hukum” sebagai terjemahagchtsgemeenshapharus
digandengkan dengan “persekutuan hukum” yang meniggkkan adanya kekayaan
(vermogeh atas yang bersifat materiel dan inmaterieel, jmgaekankan istilahchaamdan
gezangsebagageordende groepen met blijvend karaksertabewind Walaupun di dalam
pasal 3 UUPA terdapat istilah “hak ulayat dan hak-yang serupa dengan itu”, namun pada
dasarnya keberadaan UUPA tidak secara terperincidefimisikan apa yang dimaksud
dengan tanah ulayat sebadp@schikkingensrechtang kemudian diterima oleh umum dan
dipakai sampai sekarang. Selanjutnya menurut Boétalisono, hak ulayat merupakan
wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum galag, berrhubungan dengan tanah
yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yangupakan pendukung utama penghidupan
dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan segamjasa.
Pengertian terhadap istilah hak ulayat lebih lamjiiégaskan oleh G. Kertasapoetra dan
kawan-kawannya, yang menyatakan bahwa hak ulayaipalean hak tertinggi atas tanah

yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (deséu) untuk menjamin ketertiban
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pemanfaatan/pendayagunaan tanah.Hak ulayat merugaia suatu persekutuan hukum
(desa, suku) dimana para warga masyarakat (petsgkutukum) mempunyai hak untuk
menguasai tanah.Sebidang tanah yang ada di skkgkungannya dimana pelaksanaannya
diatur oleh Ketua Persekutuan (kepala suku/kepadésa)d yang bersangkutan (G.
Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setidgdukum Tanah, Jaminan Undang-Undang
Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tath@8b)

Berdasarkan pendapat pakar hukum yakni Boedi Harsnengatakan bahwa hak
ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewagln masyarakat hukum adat, yang
berhubungan dengan tanah yang terletak dalam Inggu wilayahnya, yang merupakan
pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyayakg bersangkutan sepanjang
masa. Dengan demikian hak ulaydigyat berasal dari kata Minangkabau) adalah sebutan
yang dikenal didalam kepustakaan hukum adat sedandjkalangan masyarakat hukum adat
di berbagai daerah dikenal dengan namayang betimxtha- Seperti di daerah tanah Batak
dikenal dengamduta, LumbaratauHorja danBius di Maluku dikenal dengaRetuanan di
Bolaang Mongondow dikenal dengditabuan di Bali dikenal dengafayar, di Lombok
dikenal dengarPaer dan lain sebagainya. Hak ulayat merupakan hakyasagn tertinggi
atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semwh tgang termasuk dalam lingkungan
wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yaagipakan tanah kepunyaan bersama
para warganya.

Adanya sifatmagis religiusmenunjukkan bahwa hak ulayat tersebut merupakahtan
milik bersama yang diyakini sebagai sesuatu yangilike sifat ghaib dan merupakan
peninggalan para leluhur dan peninggalan nenek ngplyepada masyarakat adat itu, sebagai
unsur yang terpenting demi kehidupan dan penghidup&reka sepanjang masa dan
sepanjang berlangsungnya kehidupan itu. Sifagis religiusdiartikan sebagai suatu politik
yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakimasyarakat tentang adanya sesuatu yang
bersifat sacral. Sebelum masyarakat hukum adatefeitsan dengan hukum agama,
masyarakat hukum adat membuktikan keberadaanusiligs ini dengan cara berpikir yang
prelogika, animistis, dan kepercayaan kepada akin yang menghuni suatu benda. Selain
itu ada pendapat yang mengatakan bahwa sifagis religiusini berarti pula sebagai
kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisat@ara dunia lahir (fakta-fakta)
dengan dunia gaib (makna-makna yang tersembunliklitekta) yang keduanya harus
berjalan seimbang. Jika dilihat dari sistem hukamah adat tersebut, maka hak ulayat dapat
mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luauli@k yang berlaku ke dalam

berhubungan dengan para warganya. Sedangkan kekuatg berlaku ke luar berhubungan
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dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya,dyaglgut "orang asing” atau “orang
luar”.

Kekuatan hak ulayat yang berlaku ke dalam adalaajiean utama penguasa adat
yang bersumber pada hak ulayat ialah memeliharejd@eraan dan kepentingan anggota-
anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan satipbul perselisihan mengenai
penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadigketa ia wajib
menyelesaikannya.Sedangkan untuk hak ulayat meraplakuatan berlaku ke luar hak
ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh pengadat masyarakat hukum adat yang
bersangkutan.Orang-orang asing, artinya orang-oyang bukan warga masyarakat hukum
adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil haan, berburu atau membuka
tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayahusmaésyarakat hukum adat tanpa ijin
penguasa adat.

Masyarakat adat suku Tambee secara turun temurtbukee dan menerima
kedatangan “orang asing” atau “orang luar”’, untulksok mengolah, menguasai dan
mendiami (menetap) di wilayah hak ulayat suku Taenbelama etika, norma dan hukum
adat suku Tambee dihargai, dihormati dan dijalardeata mengakui bahwa hak ulayat yang
mereka tempati adalah hak ulayat masyarakat allatambee (Endang Matara, Ketua Adat
Suku Tambee: 2021.). Subjek hak ulayat adalah masytahukum adat yang mendiami
suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat ggno@njadi 2 (dua), yaitu:

a. Masyarakat hukum adat berdasarkan teritorial, diskdn para warganya bertempat
tinggal yang sama.

b. Masyarakat hukum adat berdasarkan geneologik, ali@m para warganya terikat oleh
pertalian darah.

Obyek hak ulayat meliputi (Bushar MuhammBdkok-Pokok Hukum AdaB83):
* Tanah (daratan);
» Air (perairan seperti : kali, danau, pantai sedgeapannya);
e Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon letan, pohon untuk kayu
pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya);

» Binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan.

Dalam sistem pertanahan masyarakat adat suku Tamize®y perorangan baik itu
masyarakat adat itu sendiri maupun “orang luart dt@rang asing” diperbolehkan untuk
menggarap atau mengolah, menguasai dan menempgatuléigat masyarakat adat suku

Tambee secara tetap akan tetapi penguasaan tedibbtasi luas tanah garapannya (ML.
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Matara, Sese Wute Suku Tambee, di Dusun Landanga DMatano Kec. Nuha, Kab. Luwu
Timur. Wawancara tanggal 09 Juni 2021). Eksistéa&i ulayat di lingkungan masyarakat
adat suku Tambee sejak zaman leluhur sampai zaskanasig sekarang masih melekat atau
masih berjalan.Subjek hak dan objek hak ulayat Imdsrpenuhi sebagaimana yang
diisyaratkan oleh hukum positif yang berlaku didndsia.Baik itu menurut Undang-undang
maupun peraturan-peraturan lainnya. Dalam peratdeanieri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 @al999 Tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukuat,A@ng ditetapkan pada tanggal 24
Juni 1999, pada Pasal 2 ayat 2, disebutkan bahkvalagat masyarakat adat dianggap masih
ada apabila memenuhi syarat :

a. Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oé¢dinan hukum adatnya sebagai
warga bersama suatu persekutuan hukum tertently gsngakui dan menerapkan
ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalardiedm sehari-hari,

b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkanhidup para warga persekutuan
hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluduphiya sehari-hari, dan

c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusagug&aan dan penggunaan tanah
ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para wargagkertuan hukum tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kegdadan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 dmem Tata Cara Penatausahaan Tanah
Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang ditetappada tanggal 20 Agustus 2019,
pada Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa Hak Uldgaatuan Masyarakat Hukum Adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap madejtapabila memenuhi kriteria tertentu
meliputi unsur adanya :

a. Masyarakat dan lembaga Hukum Adat;

b. Wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;

c. Hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan KesaWasyarakat Hukum Adat dengan
wilayahnya; dan

d. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama faataan Tanah di wilayah
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutardabarkan hukum adat yang
bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang magakbelan ditaati masyarakat.

Untuk menentukan apakah tanah adat dapat diakaigaelbanah yang melekat hak
ulayat atau tidak, harus dipastikan apakah sygeats hak ulayat sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 UUPA terpenuhi atau tidak.Oleh karena iasyarakat hukum adat suku Tambee
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harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud. Patayayang harus terpenuhi oleh hak
ulayat menurut Pasal 3 UUPA, salah satunya adalah :

a. Masyarakatnya masih dalam bentuk komunitas.

b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasayada

Terdapatnya perangkat penguasa adat atau pimpiadisanal di masyarakat hukum adat
suku Tambee sejak zaman leluhur, yang terdiri:dari

1. Tadulakqg adalah pimpinan yang bertanggung jawab mengatmepgntahan di
lingkungan masyarakat hukum adat suku Tambee

2. Pongkiari adalah pimpinan yang mengatur perang sekaliguglipga perang suku
Tambee;

3. Papingarg adalah pemegang hukum adat, hukum pidana dan gabgagian hukum
perdata di lingkungan masyarakat hukum adat sukubéa,

4. Sese Wuteadalah pimpinan yang mengatur sola-soal yanguberigan dengan tanah,
batas-batas, sistem pengolahan, sistem pembagsdnbbeni dan hal-hal lainnya yang
berkaitan dengan tanah di lingkungan masyarakairhwkdat suku Tambee;

5. Tibaro, adalah orang yang bertugas sebagai tabib, yangilikiekharisma sebagai
mediator antara penduduk dengan kekuatan-kekuatgnarsatural termasuk Dewa
LahuMoa(Desa tertinggi suku Tambee pada zaman agama suku;

6. Bonto,adalah orang yang berfungsi sebagai penghubuageanhédulako dan rakyatnya,
penghubung semua unsur pimpinan suku Tambee darbgrgeran sebagai penghubung
antara keluarga yang berkaitan dengan perkawina;

7. Umbu Bengkpadalah orang yang bertugas untuk mengawasi vilagiat di wilayah
Bengko (secara administratif saat ini berada dayeh desa Parumpanai). Bengko
adalah lumbung makanan sentra ekonomi komunitagKioifambee sejak zaman
leluhur berupa sagu dan ikan gabus.

Seiring bergulirnya waktu, sesuai dengan perkemdma@gman unsur pimpinan tradisional di
atas tidak semua lagi berlaku secara praktis.Upsupian tersebut hanya berlaku untuk
urusan internal di dalam wilayah hukum adat suken@ee. Untuk urusan keluar atau urusan
eksternal, pada tanggal 15 Februari 2004, dibes@luah lembaga komunitas yang diberi
nama Lembaga Pengembangan Tongku dan Budaya Tamabgealisingkat LPTB Tambee
(Bervi S. Sakide, Ketua LPTB Tambee, di Dusun Lagidd®esa Matano Kec. Nuha, Kab.
Luwu Timur. Wawancara tanggal 11 Juni 2021). Unsorpinan LPTB Tambee terdiri dari
Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Badan-badan.Seshyang berkaitan dengan masyarakat

hukum adat suku Tambee dimusyawarahkan dalam masghwadat antara Pimpinan
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tradisonal suku Tambee dan Pimpinan LPTB Tambeerg&®luas wilayah ulayat 18.555.32
Ha, dengan luas wilayah ulayat tersebut maka makgtladat suku Tambee sejak zaman
leluhur melakukan penataan tata ruang wilayah gdatdengan pola tata ruang sebagai
berikut :

a. Poianga Umu Kawasan untuk sarana umum;

b. Peiniea Poianga Kawasan pemukiman penduduk;

c. Wana Ada Hutan Adat

d. Galu: Kawasan persawahan

e. Bonde: Kawasan perkebunan yang tidak begitu luas;

f. Lere: Kawasan perkebunan;

g. Kambomba Kawasan padang belukar sebagian difungsikangset@ndang sapi atau

kandang kerbau;

h. Sala: Ruas jalan.

i. Kaburu-Pu'u Wasu Tempat pemakaman, gua batu pemakaman.
Kepemilikan atau penguasaan secara perorangantaatal ulayat masyarakat adat suku
Tambee tidak mempengaruhi atau mengurangi luayatilalayat.Seseorang diperbolahkan
untuk memiliki atau menguasai tanah ulayat tersetbelhgan syarat tetap mengakui
bahwatanah yang dimiliki atau dikuasai itu adakatah ulayat masyarakat hukum adat suku
Tambee (I. N. AdiwijayaUe Bonto SukuTambedi Dusun Landangi Desa Matano Kec.
Nuha, Kab. Luwu Timur. Wawancara tanggal 19 Ju12

Pada tahun 2015 oleh masyarakat adat suku Tambeg hekerjasama dengan

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwmelakukan pengukuran dan
pemetaan wilayah ulayat. Dalam melakukan pengukuwtan pemetaan tersebut oleh
masyarakat adat suku-suku yang ada di tapal b&aasb&rbatasan dengan wilayah ulayat
masyarakat adat suku Tambee, mengakui dan menkasiigpengukuran dan pemetaan yang
dilakukan oleh masyarakat adat suku Tambee tersebut

Peta Wilayah Ulayat Masyarakat Adat Suku Tambee
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- WAAWUTE ADA' TAMBEE
2| (PETAWILAYAH ADAT TAMBEE )
% Luas: 18.555,32 Hektare
Skala :1: 80,000
LayoutA3

2 Tokonde (Selatan)

3 Rahampu (Tmur)

Tokinadu (Barat)

Mengelahui
Bupati Luwu Timur

Batas wilayah :

- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah masyasdkitsuku Raha Mpu’'uMatano.

- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah masyadd&tasuku To Kinadu

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah masyaadikatUlu Uwoi Mori (Sulawesi
Tengah).

- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah masyadstasuku To Konde.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut di&psrts yang diisyaratkan dalam Pasal 3

UUPA, maka tanah ulayat beserta masyarakat adat Saknbee yang berada di wilayah

Kabupaten Luwu Timur, masih eksis dan harus dikkberadaannya.

2.4 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayatybfakat Adat Suku Tambee
Pengertian perlindungan hukum adalah suatu pergalu yang diberikan terhadap subyek
hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang largifeventif maupun yang bersifat
represif, baik yang tertulis maupun tidak tertuldengan kata lain perlindungan hukum
sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitsé@mimana hukum dapat memberikan
suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfadtan kedamaian. Dalam penelitian ini
digunakan dua landasan teori, yaitu teori keaditeenurut Gustav Radbruch dan Robert
Nozick. Dua landasan teori tersebut diuraikan sabaeyikut :
1. Teori Keadilan

menurut Gustav Radbruch Radbruch menyatakan babkam merupakan suatu unsur

kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaarhi&um mewujudkan salah satu
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nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai ituakah keadilan. Dari pernyataan ini
dapat dikatakan, bahwa hukum hanya berarti seltag@aim kalau hukum itu merupakan
suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangngaupakan usaha kearah itu.
Pengertian hukum ini menurut Radbruch menjadi tal&kr bagi adilnya atau tidak
adilnya tata hukum yang dibentuk dalam masyar&kahurut Radbruch dalam pengertian
hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-teatigerlukan untuk sampai pada
pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertatakala keadilan dalam arti yang
sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untukuseorang di depan pengadilan. Aspek
yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitagpeksini menentukan isi hukum, sebab isi
hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendakaticgagpek yang ketiga adalah
kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamanwa hukum dapat berfungsi
sebagai peraturan yang harus ditaati. Keadilankégastian hukum perlu diperhatikan,
demi keamanan dalam negara, maka hukum positifusktaus ditaati sekalipun isinya
kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tuju&arh. Dengan pengecualian menurut
Radbruch apabila ada pertentangan antara isi t&kanh dan keadilan menjadi begitu
besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak aditlaPsaat itu tata hukum itu boleh
dilepaskan.
2. Teori Perlindungan Hukum
Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumbar teori hukum alam atau aliran hukum
alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwkeuim itu bersumber dari Tuhan
yang bersifat universal dan abadi, serta antararnutkan moral tidak boleh dipisahkan. Para
penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan naoi@bh cerminan dan aturan secara
internal dan eksternal dari kehidupan manusia yhwgjudkan melalui hukum dan moral.
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuharddra pemberian bantuan untuk
memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau kgredimdungan hukum korban kejahatan
sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, ddipatjudkan dalam berbagai bentuk,
seperti melalui pemberian restitusi, kompensasaya@an medis, bantuan hukum, ganti rugi,
dan sebagai pendekatan restrorative justice. Mér8atijipto Raharjo, perlindungan hukum
adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasisiagiiAM) yang dirugikan orang
lain dan perlindungan itu di berikan kepada madgragar dapat menikmati semua hak-
hak(Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukugd4)19
Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adat@emberikan pengayoman terhadap
hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lan @erlindungan itu di berikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak dimegkan oleh hukum. Hukum dapat
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difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang tsifa tidak sekedar adaptif dan
fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatfukum dibutuhkan untuk mereka yang
lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dankpaehtuk memperoleh keadilan sosial
(Satjipto Raharjo, llmu Hukum:2000). Menurut peralaghillipus M. Hadjon bahwa
perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakanepentah yang bersifat preventif dan
represif. Perlindungan hukum yang preventif bedanjuntuk mencegah terjadinya sengketa,
yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikaphhasitidalam pengambilan keputusan
bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang rdptesitujuan untuk menyelesaikan
terjadinya sengketa, termasuk penangananya di genparadilan (Phillipus M. Hadjon,
Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: 1987jlirtingan hukum merupakan suatu
hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peratysarundang-undangan yang berlaku
dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sBekisndungan hukum dapat dibedakan
menjadi 2 yaitu :
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah derigaran untuk mencegah sebelum
terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam tpeza perundang-undangan dengan
maksud untuk mencegahsuatu pelanggaran serta mkarbexmburambu atau balasan-
balasan dalam melakukan sudatu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlinduraidnir berupa sanksi seperti denda,
penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apsimlah terjadi sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran.

Bahwa keberadaan masyarakat adat dalam suatu wildgsa adat membutuhkan
perlindungan hukum dari pemerintah daerah setendpat perhatian khusus dibidang
pemenuhan hak-hak masyarakat adat itu sendirihSal@ bentuk perlindungan hukum bagi
masyarakat hukum adat yakni Pengakuan dalam kgmadengan masyarakat hukum adat
atas tanah mengarah pada pengertian pengakuametgia atau pemerintah baik secara
politik maupun secara hukum, melalui pengaturan dak kewajiban pemerintah dalam
memberikan penghormatan, kesempatan, dan perliaduragi bnerkembangnya masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimtdi&lam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Bahwa Negara telah mengakusiksi masyarakat hukum adat yang
telah diatur dalam Pasal 18 b UUD NRI 1945 yangalakan bahw&legara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum seldd hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangsyarakat dan prinsip Negara
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Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam ngdmdang. Bahwa ketentuan dalam
Pasal 18 b UUD NRI 1945 telah diturunkan dalam beghee aturan hukum yang spesifik
diantaranya adalah:

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 204
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, dalam lampiran diselkain bahwa Tanah
Ulayat menjadi urusan pemerintah provinsi dengdpuiltberupa Penetapan tanah ulayat
yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalgisatu) Daerah provinsi.Penetapan
tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah. Penetapah ulayat yang lokasinya dalam
Daerah kabupaten/kota.kabupaten/kota;

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014/ENTANG
DESA. Bahwa pembentukan atau politik hukum pembemtuwndang-undang tentang
desa ialah mengenai eksistensi desa yang telabedddum Indonesia merdeka. Bahwa
karakteristik setiap desa dengan desa lain saraystderbeda, mengenai desa adat
dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHWN 2014
TENTANG DESA, memiliki beberapa legitimasi yakni:

» Pasal 76

(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tamghtupasar Desa, pasar hewan,
tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ik&elamgan hasil pertanian, hutan

milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umunm dset lainnya milik Desa.

» Bagian Kedua

Kewenangan Desa Adat

Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usigaetana dimaksud dalam Pasal
19 huruf a meliputi pengaturan dan pelaksanaan petalean berdasarkan susunan
asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wiladdt, pelestarian nilai sosial

budaya Desa Adat, penyelesaian sengketa adat bekdasukum adat yang berlaku di

Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prihalp asasi manusia dengan
mengutamakan penyelesaian secara musyawara, pegyataan sidang perdamaian
peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan pamatyperundang-undangan,

pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyabsss Adat berdasarkan hukum
adat yang berlaku di Desa Adat, pengembangan kefandbukum adat sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.
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Untuk melaksanakan penertiban, pengendalian, periandungan hukum mengenai tanah
ulayat telah diatur Peraturan Menteri Agraria DataTRuang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 201%dmem Tata Cara Penatausahaan Tanah
Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Paga) peraturan tersebut disebutkan
bahwa Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintehyelenggarakan penatausahaan
Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dirsblwilayah Republik Indonesia.

Pada ayat (2) peraturan disebut disebutkan bahwaat®usahaan Tanah Ulayat Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada (@yadilakukan berdasarkan
penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan MaayaHukum Adat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3. Lebih lanjut lagi dalamt §$a disebutkan bahwa Permohonan
penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan MasyarakatnHédat diajukan kepada Kepala
KantorPertanahan setempat. Pada ayat (4) bahwata@eahaan Tanah Ulayat Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat, meliputi:

a. pengukuran;

b. pemetaan; dan

c. pencatatan dalam daftar tanah.

Pasal 6 menyebutkan bahwa Pengukuran sebagaimdalksadakan terhadap batas-batas
bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adaty telah ditetapkan. Setelah
dilakukan pengukuran sebagaimana dimaksud padgByatilakukan pemetaan atas bidang
Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalata pendaftaran tanah. Pengukuran
dan pemetaan dilaksanakan sesuai dengan kaidabkpeag dan pemetaan bidang tanabh.
Bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adlaerikan Nomor Identifikasi
Bidang Tanah dengan satuan wilayah Kabupaten/IBalawa untuk menjaga aset desa milik
suku tembee seyognya Pemerintah daerah setempgaplelaktif dalam proses pengamanan
aset desa agar aset desa tidak mudah dialihkard&gphak lain dan memiliki legitimasi

hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN
a. Bahwa keberadaan masyarakat suku Tambee teah sefmtum Negara Indonesia
merdeka hingga saat ini, desa yang dihuni olel satkbee sanagt memiliki potensi
alam yang melimpah dengan didukung oleh wilayahgyankup luas. Mengingat
bahwa tanah memiliki nilai ekonomis, tanah ulayaigberada di desa tersebut wajib

dilakukan pengamanan aset.
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b. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap tanahatilggng berada dalam suatu
desa ulayat wajib dilakukan sertifikasi guna meajatan memberikan kepastian
hukum dalam bentuk sertifikat. Bahwa pengamanan ts®h ulayat dilakukan
terlebih dahulu dengan melakukan penetapan tarafatubleh Pemerintah Daerah
setempat dengan membutuhkan dukungan aparat huket@m@at. Setelah
memperoleh surat keputusan, tanah tersebut dilaftati kantor pertanah setempat
untuk dilakukan pengukuran dan diterbitkan nomentdikasi bidang tanah sebagai
landasan pendaftaran tanah.
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ABSTRACT

This research method uses a normative juridicarcgmb, carried out with analytical
descriptive analysis of juridical studies on autieedeeds, notarial cooperation agreements,
franchise businesses and overmacht (Article 1248hefCivil Code). The technique of
collecting legal materials is done by studyingratere, browsing internet materials in the
form of articles and scientific journals. The urggrof the notary cooperation agreement
deed in the franchise business is the legal bagmsdtect the rights and obligations of the
parties. Article 1245 of the Civil Code providegat protection for parties involved in the
deed of agreement. An authentic deed becomes aitatlstep related to legal remedies
that are carried out in the event of a compelligasion experienced by one of the parties
in a franchise business agreement.

Keywords. Urgency, Notarial Cooperation Agreement, Franchise Business, Article 1245 of
the Civil Code.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendoterciptanya model-model
bisnis baru dalam sistem ekonomi, salah satunyta yaodel bisnis waralaba. Ditinjau dari
definisinya, Sri Hudiarini, Galuh Kartiko dan Huglth Mundzir dalam jurnalnya berjudul
Waralaba Model Bisnis Baru yang Berkelanjutan ditinjau dari Aspek Hukum, memberikan
definisi waralaba sebagai berikdt :

Waralaba adalah suatu pengaturan bisnis dimanaalseperusahaanfrénchisor)
memberi hak pada pihak independdnarichisee) untuk menjual produk atau jasa
perusahaan tersebut dengan peraturan yang ditetapled franchisor. Franchisee
menggunakan namagpodwill, produk dan jasa, prosedur pemasaran, keahlisignsi
prosedur operasional, dan fasilitas penunjang @arusahaanfranchisor. Sebagai
imbalannyaranchisee membayar royalti (biaya pelayanan manajemen) padssphaan
franchisor seperti yang diatur dalam perjanjian waralaba.

! Sri Hudiarini, Galuh Kartiko, Hudriyah MundzivVaralaba Model Bisnis Baru yang Berkelanjutan ditinjau
dari Aspek Hukum, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, 59-60.
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Definisi waralaba di atas, apabila diuraikan daptmukan beberapa unsur di antaranya
adalah unsur hukum vyakni peraturan bisnis dalanuspélaan, serta terdapat hak dan
kewajiban dari masing-masing pihdkafchisor danfranchisee).

Meskipun ada peraturan yang ditetapkan oleh peaasalerkait perjanjian waralaba,
dalam praktiknya masih saja terjadi permasalahanta®ma pada kontrak waralaba antara
franchisor denganfranchisee. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh CNBC Ind@néalam
media elektronik yang berjuduPenjelasan Alfamart soal Dugaan Penipuan Bisnis
Waralaba, sebagai berikut:

Emiten pengelola gerai minimarket Alfamart, PT SemAlfaria Trijaya Tbk (AMRT)
menjadi sorotaan pelaku pasar dan otoritas bundaiben dengan laporan dugaan kasus
penipuan yang dituduhkan kepada dua direksi peaasah

Perselisihan terjadi antara Alfamart dan CV Anddekmur Indonesia yang diwakili
lhlen Yeremia Manurung yang awalnya menandatangemjanjian waralaba pada
September 2013.

Menurut pihak pelapor, yang diwakili kuasa hukunhper, Jimmy Manurung, bahwa
perkara bermula saat hak usaha waralaba beraldmia B4 Februari 2019, Alfamart
mengirimkan surat tagihan sebesar Rp. 66 juta kep#mhk pelapor.

Laporan yang diajukan tersebut diterima Polda Mettaya dengan nomor
LP/B/2888/V1/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal @rd 2021. Pasal yang
dilaporkan yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuanadau Pasal 372 KUHP tentang
penggelapan.

Benang merah dalam kasus di atas, terdapat paaiatagihan sebesar Rp. 66 juta yang
dikirimkan oleh pihak Alfamart selakiranchisor kepada CV Andalus Makmur Indonesia
selakufranchisee. Pengiriman surat tagihan tersebut, berlangsutalabehak usaha waralaba
berakhir, tepatnya pada 14 Februari 2019. Apabdardhati dari kasus tersebut, sekilas hal
ini tentu merugikan pihakranchisee (pihak yang menyewa waralaba). Namun, tidak serta
merta menyalahkan pihdkanchisor (pemilik waralaba), karena mungkin di dalam peitur
bisnisnya terdapat hal-hal tertentu sehingga daptdkukan sesuatu hal tertentu.

Dalam konteks pemenuhan hak, ada faktor-faktor yaing dapat menyebabkan tidak
terpenuhinya hak-hak para pihak dalam suatu p@&ajanpalam hukum perdata dikenal
dengan istilalovermacht atauforce majeure, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia artinya keadaan memaksa.

2 Monica Wareza dan Ferry SandrRenjelasan Alfamart soal Dugaan Penipuan Bisnis Waralaba, Market,
CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/mekR10804204422-17-266198/penjelasan-alfamart-
soal-dugaan-penipuan-bisnis-waralaba?page=allstiifgp5 Agustus 2021, diakses 27 Juni 2022.
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Di dalam lalu lintas aktifitas perdagangan, khusastalam model bisnis waralaba, pasti
ada pihak yang berhak menerima pemenuhan dan laitmaya berkewajiban memenuhi hak
pihak lainnya.

Berkaitan denganvermacht dan kondisi pandemi Covid 19 yang terjadi bebetapan
belakang ini, yang mana menimbulkan dampak cuksparideagi aktifitas bisnis terkait akses
logistik yang sempat macet sehingga dapat memukagkipihak-pihak yang terlibat dalam
perjanjian bisnis tidak dapat memenuhi kewajibanhadia Nasional Kontan dalam artikel
berita yang diposting di media elektronik menguaaikterkait kategorovermacht atauforce
majeur dalam pandemi Covid 19, sebagai berikut :

Wabah virus corona Covid-19 bisa mengganggu kelanggs kontrak-kontrak bisnis.
Sebab kondisi ini bisa menjadi alasan para dehittwk mengingkari perjanjian dengan
alasan keadaan memaksa dtmae majeur aliasovermacht.

Menurut pengamat hukum Michael Hadilaya, pada yatikondisi penyebaran wabah
virus corona saat ini bisa masuk kategori sebfmae majeur. Tapi, ia juga sepakat
dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dé@amanan (Polhukam) Mahfud
MD bahwa kondisi saat ini tidak otomatis bisa metallan perjanjian dan kontrak.
Michael Hadilaya menegaskan bahwa situasi pandealial overmacht berdasarkan
penyebab keadaan darurat, yaitu keadaan memakgadytanbulkan oleh situasi atau
kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang ta¢rsegera, dan berlangsung dengan
singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya.

Dari kasus di atas, tidak menutup kemungkinan érglebut dapat terjadi pada aktifitas
bisnis waralaba. Pandemi Covid 19 merupakan keadidaar kontrol manusia, atau dengan
kata lain dapat dipersamakan dengan bencana ali&a. hdl ini terjadi, maka letak
permasalahannya ada pada kepastian hukum dala@njprj kontrak yang dibuat oleh
pihak-pihak yang ada dalam ruang lingkup bisnis.

Mengenal lebih dalam tentarmyermacht, S. Wojowasito dalam bukunya memberikan
definisi tentangovermacht secara gramatik&lyaitu overmacht berasal dari bahasa Belanda
yang berarti suatu keadaan yang merajalela danebabian orang tidak dapat menjalankan
tugasnya.

Selanjutnya, Andi Hamzah dalam bukunya mendefiaisiavermacht dalam kamus
hukum yang diambil dari bahasa Belanda dan bahersméls, yaitu sebagai berikat :

Dalam kamus hukur@vermacht mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang
menghalangi penunaian perikatan yang membebaskarors@g dari kewajiban

% Barly Haliem,Apakah Pandemi Covid-19 Sudah Masuk Kategori Force Majeur? Ini Kata Pengamat Hukum,
Nasional, Kontan, https://nasional.kontan.co.id/sfawakah-pandemik-covid-19-sudah-masuk-kategociefor
majeur-ini-kata-pakar-hukum, diposting 14 April BQ2liakses 27 Juni 2022.

* S. WojowasitoKamus Umum Belanda Indonesia, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, Jakarta, 1990, hi784

®> Andi HamzahKamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, him. 425,
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mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasanéls disebut dengan istilah
Force Majeure yang artinya sama dengan keadaan memaksa.

Uraian lebih lengkap tentangvermacht atau force majeure diuraikan oleh Agri
Chairunisa Isradjuningtias dalam jurnalnya berjuéiolce Majeure (Overmacht) dalam
Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, yaitu sebagai berikut :

Force Majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya beratkmdauatu
perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena ddddun force majeure dalam suatu
perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, titipisah sebagai perjanjian tambahan
dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknygapgan accesoir. Force majeure
atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaanaksahmerupakan keadaan dimana
seorang debitur terhalang untuk melaksanakan giegtakarena keadaan atau peristiwa
yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrakideea atau peristiwa tersebut tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, seraesitalebitur tersebut tidak dalam
keadaan beritikad buruk. Adapun macam-macam keadssmaksa, yaitu: keadaan
memaksa yang absoluabsolut onmogelijkheid) dan keadaan memaksa yang relatif
(relatieve onmogelijkheid).

Dari uraian di atas tentarmyermacht, bahwaovermacht yang diartikan sebagai keadaan
memaksa dapat terjadi dan tidak dibebankan pertemygawaban kepada debitur sepanjang
debitur tersebut tidak dalam keadaaan beritikadlbukrtinya, debitur beritikad baik untuk
memenuhi kewajibannya menyerahkan prestasi kepaeditr, namun dengan keadaan
memaksa seperti contoh terjadi bencana alam sehimgdpitur tidak dapat memenuhi
kewajibannya, maka hal tersebut dapat dikatakaagselxeadaan memaksa.

Berkaitan dengan 2 (dua) jerogermacht, selanjutnya Agri Chairunisa Isradjuningtias
menjelaskan masing-masing jenigr macht tersebut, yaitu”:

Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu kedoaana debitur sama sekali
tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditin, karena adanya gempa bumi,
banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keataaaksa yang relatif, merupakan
suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkirk unklaksanakan prestasinya.
Pada pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan demganberikan korban yang besar
yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatanypuwvg di luar kemampuan manusia
atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yangasdoggar.

Apabila ditinjau dalam konteks bisnis waralaba, analua jenisovermacht di atas

mungkin dapat terjadi. Mengingat bahwa bisnis vedralsecara umum dapat dipahami dalam

® Agri Chairunisa Isradjuningtiag;orce Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia,
Veritas et Justitia, vej.v1i1.1420, him. 145,
https://core.ac.uk/display/290052567?utm_sourcegapiii _medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-
v1, diakses 27 Juni 2022.

"1bid, him 146.
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sektor riil, jadi dalam pelaksanaannya membutuhksarana transportasi sehingga
memungkinkan timbulnya risiko-risiko pada saat ksdeaannya.

Selanjutnya, Komariah dalam bukunya menjelaskamangn risiko yang ada dalam
overmacht beserta contohnya, sebagai beriRut :

Adanyaovermacht akan menimbulkan permasalahan siapa yang menanggikwbila
terjadi overmacht. Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang Omlekan karena
kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Misalnya:

- Barang yang disewakan habis terbakar selama dipaksenya.

- Barang yang diperjualbelikan musnah karena perahg ynengangkutnya karam.

Bisnis waralaba yang berada di sektor riil memunign untuk mengalami terjadinya
risiko yang diuraikan di atas, sebab dalam prosesemuhan prestasi bersifat riil atau dapat
disentuh secara fisik. Maka hal ini yang menjadidlssan untuk pengecualian jika tidak
terpenuhinya prestasi sebagaimana yang telah aki@mtdalam perjanjian kerja sama dalam
bisnis waralaba.

Muhammad Yasin/Hamalatul Qur'ani dalam artikel yatigosting hukumonline.com,
mengutip pendapat J. Satrio yang menguraikan spanatiang teoritis dan yuridis terkait
overmacht, sebagai berikuf:

Berbeda halnya dari Pasal 1244, Pasal 1245 bieatarntg kerugian yang timbul karena
ada halangan debitur untuk memberikan atau berbesuatu yang diwajibkan oleh

karena keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadtigriidak disengaja.

Menurut J. Satrio, rumusan dari kedua pasal inbibara tentang halangan-halangan
yang muncul sesudah perikatan lahir. Dengan kata kalangan dalam pelaksanaan
kewajiban perikatan. Ada empat hal yang disebuttalam Pasal 1244-1245 KUH

Perdata, yang menyebabkan debitur tidak dapat sestakan kewajibannya, yaitu hal

yang tidak terduga, tidak dapat dipersalahkan kamgal tidak disengaja,, dan tidak ada
itikad buruk padanya.

Berangkat dari pendapat J. Satrio di atas, bahwksudadari Pasal 1245 KUH Perdata
adalahovermacht atau keadaan memaksa itu terjadi setelah adaniyataar. Artinya, setelah
perikatan itu tentu ada perjanjian, dan dalam klapsrjanjian meliputi hak dan kewajiban
yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yarlidpat di dalamnya.

Di dalam ruang lingkup bisnis waralaba, banyak rdite perjanjian-perjanjian secara

sepihak yang harus ditaati oleh mitra bisnisnyabdtgakan dari masyarakat adalah

8 Komariah, Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cetakarird@] UMM Press, Malang, 2013, him. 136.

® Muhammad Yasin/Hamalatul QuraniAturan-Aturan Terkait Force Majeur dalam KUH Perdata,
https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-atutarkait-iforce-majeur-i-dalam-kuh-perdata-
[t5ea94d2ca424f?page=2, diakses 28 Juni 2022.
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menyetujui bentuk perjanjian yang sudah dibuat ditentukan secara sepihak oleh
franchisor atau pemilik bisnis waralaba.

Lain halnya jika perjanjian bisnis waralaba ituedikapi dengan suatu akta yang dibuat
oleh pejabat berwenang, dalam hal ini akta not&isaris diberikan kewenangan untuk
membuat akta otentik berdasarkan Pasal 15 ayatr{dang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi “Notarisvbeang membuat akta otentik mengenai
semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yargrudiken oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang bemkiegan untuk dinyatakan dalam akta
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan admuanya itu sepanjang pembuatan
akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecwaalikepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang”.

Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta lotene@mpunyai kekuatan
pembuktian yang mutlak dan mengikat, artinya bahWt@ notaris merupakan akta otentik
yang memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak. Dalhisnis waralaba hal ini sangat
penting untuk perlindungan hukum masing-masingkpibaik dari pihakranchisor (pemilik
waralaba) maupun pihdkanchisee (mitra waralaba).

Dengan adanya akta notaris, keadaan-keadaan samentacht dapat diatasi sejak dini.
Artinya dapat dilakukan upaya preventif apabilaadaperjanjian kerja sama bisnis waralaba
terjadi overmacht dari salah satu pihak yang terikat di dalamnyédaiBetu, akta kerja sama
yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastideum terhadap keadaawermacht
(keadaan memaksa) yang dimungkinkan terjadi.

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik 2 (dua)mamalahan dalam pembahasan ini,
yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi akta perjanjian kerja sama sodatam bisnis waralaba?
2. Bagaimana Pasal 1245 KUH Perdata memberikan pardgah hukum terhadap pihak

yang terikat dalam akta perjanjian kerja sama?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu mengduam metode penelitian yuridis
normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalameljgen ini adalah menggunakan
pendekatan yang bersifat yuridis normatif, dilakukdengan metode analisis deskriptif
analitis terhadap kajian yuridis tentang akta dkeratkta perjanjian kerja sama yang dibuat
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oleh notaris, model bisnis waralaba darermacht yang diatur dalam Pasal 1245 KUH
Perdata untuk menemukan urgensinya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melaludiskepustakaan dan analisis
bahan-bahan kepustakaan, serta studi penelusutsan-bahan internet meliputi artikel-
artikel dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengangbéian ini.

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, selanjutrgmaatisis dengan teknik deskriptif
analitis dan kritis. Adapun obyek yang digunakatamhateknik ini adalah akta perjanjian
kerja sama notaris, bisnis waralaba dan Pasal KR4bPerdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata reedgki setiap orang untuk
membuat suatu perjanjian, sebagaimana diatur daksal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang
merumuskan bahwa “semua kontrak perjanjian yangatditsecara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Akibetimnya adalah terciptanya suatu
perjanjian yang mengikat para pihak di dalamnyasita¢ mengikat seperti undang-undang
yang harus dipatuhi ketentuan-ketentuan di dalamnya

Dalam konteks bisnis waralaba, perjanjian kontrakgymengikat di dalamnya diuraikan

oleh Syahmina Adani Sabhinaya, Budiharto dan He&hptono dalam jurnalnya, sebagai

berikut 1°

Kontrak franchise itu sebenarnya merupakan kontrak baku, yang dibletfranchisor
dan diberlakukan terhadap semtiaanchise tanpa kecuali. Kontrak baku harus
ditandatangani oleHranchisor dan franchisee untuk mengawali kerjasama antara
keduanya.

Kontrak franchise, adalah sarana yang menentukan bagaimana selsra thiakukan
secara bersama-sama dengan baik atau justru marupakal kegagalan bisrisanchise
jika kontraknya dibuat tidak sesuai dengan ketentamlam kontrakranchise inilah di
atur hak dan kewajiban unt@ianchisor danfranchise yang memenuhi standar minimal.
Perjanjian waralaba pada umumnya dibuat dalam kepaku yaitu suatu perjanjian
yang dibuat secara sepihak oleh pihak pemberi ala@adlimana klausula-klausula yang
terkandung di dalamnya telah ditentukan oleh pilpaknberi waralaba yang lebih
menekankan kepada kewajiban pihak penerima waralabpada haknya. Sebaliknya
lebih menekankan kepada hak pemberi waralaba diaripawajibannya.

Apabila dicermati dari jenis kontrak baku yang alddam bisnis waralaba, maka asas

kebebasan berkontrak terlihat tidak sejalan dermgaruk perjanjian baku yang ada dalam

19 Syahmina Adani Sabhinaya, Budiharto, Hendro SaptPelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam
Perjanjian Waralaba, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tah@i2, halaman 1-7.
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bisnis waralaba. Hal ini bukan berarti perjanjiaskip waralaba itu salah, namun lebih
penting dari itu adalah pada perlindungan hak fdanchisee (penerima waralaba).

Jika terjadiovermacht (keadaan memaksa) dari pih&danchisor (pemberi waralaba),
maka franchisee (penerima waralaba) tidak dapat berbuat banyak kunmtengatasi hal
tersebut, karena terbatasnya hanya pada bentunpan baku yang ada dalam kontrak
perjanjian kerja sama bisnis waralaba.

Masih terkait perjanjian kerja sama bisnis waralaByahmina Adani Sbhinaya,
Budiharto dan Hendro Saptono dalam jurnalnya mexkgam tentang kriteria perjanjian
waralaba, sebagai berikdt :

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian yang tsukiadalam perjanjian lisensi
khusus. Hal ini karena adanya kewenangan dari pileakberi waralaba terhadap bisnis
yang dilisensikan kepada pihak penerima waralabingga ada pemberian pelatihan
(training), managemen dan penggunaan merek dagang yangdmseajalaran utama
dalam perjanjian waralaba. Selain itu, pelaksanaeamanjian waralaba menunjukkan
adanya ketidakseimbangan hubungan hukum antarpif@a yang disebabkan adanya
perbedaan posisi tawar. Belum adanya aturan khymsug mengatur tentang hak dan
kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba &emnmaenyudutkan posisi penerima
waralaba padahal secara hukum perjanjian apaparasek perjanjian waralaba harus
didasarkan pada asas-asas hukum perjanjian yaitukamsensualisme, asas kebebasan
berkontrak dan asgmcta sunt servanda.

Uraian di atas menunjukkan adanya ketidakseimbahgbhongan hukum karena adanya
perbedaan posisi tawar, tentunya berkaitan denglkrdan kewajiban masing-masing pihak.
Karena bentuk perjanjiannya bersifat baku, makaspdari penerima waralaba tetap sepakat
atas perjanjian waralaba yang sudah dibuat olethperwaralaba, apapun konsekuensinya.
Terlebih, pada posisi pihak penerima waralaba yaargak ditekankan pada kewajibannya,
sementara hak-haknya tidak lebih besar dari keaayippa.

Christie Pertiwi Mopeng dalam jurnalnya berjuddsas Kebebasan Berkontrak
Terhadap Perjanjian Franchise di Indonesia, secara yuridis menguraikan tentang substansi
kontrak dalam perjanjian bisnis waralaba, sebagdkit

Dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dagrddgangan Nomor

259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata €ataksanaan Pendaftaran Usaha

Waralaba telah ditentukan hal-hal yang harus dindaém perjanjian waralaba atau

franchise yaitu sebagai berikut :

1. Nama, alamat dan tempat kedudukan perusahaan nmaasigg pihak;

2. Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenaregmandatangani
perjanjian;

" pid.
12 Christie Pertiwi MopengAsas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Franchise di Indonesia, Lex
Administratum, Vol. [I/No. 3/Jul-Okt/2014, him. 160
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3. Nama dan jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual, permatau ciri khas usaha
misalnya sistem manajemen, cara penjualan ataugamatau cara distribusi yang
merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyekalféba;

4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bandaanfasilitas yang diberikan

kepada Penerima Waralaba;

Wilayah Pemasaran,;

Jangka waktu perjanjian dan tata cara perpanjapgganjian serta syarat-syarat

perpanjangan perjanjian;

7. Cara penyelesaian perselisihan;

8. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati yangtdayeamgakibatkan pemutusan
perjanjian atau berakhirnya perjanjian;

9. Ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian;

10. Tata cara pembayaran imbalan;

11.Penggunaan barang atau bahan hasil produksi dadgerinyang dihasilkan dan
dipasok oleh pengusaha kecil;

12. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Pen#&vianalaba.

o o

Selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHd#&e, Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Ke3fi7/Xentang Ketentuan dan Tata
Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba jugadmdasar hukum untuk membuat
perjanjian waralaba.

Apabila terjadiovermacht (keadaan memaksa), misalnya saat pemberi warakats h
memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan suatu prpdamun saat di tengah jalan
produk tersebut hangus terbakar karena kecelakd#ika. di dalam perjanjian waralaba
terdapat aturan ganti rugi mengenai hal terseldaktimenjadi masalah, karena hak-hak
penerima waralaba sudah dijamin. Namun, apabitktatia jaminan perlindungan tersebut,
maka hal ini akan merugikan pihak penerima waralaba

Kendati adanya jaminan perlindungan untuk gantudi@an karenaovermacht, tidak
sepenuhnya perjanjian waralaba dapat menjamin kapdsikum diterapkannya pemenuhan
hak-hak terhadap pihak penerima waralaba. Olehnkaitel, dibutuhkan kepastian hukum
yang lebih kuat lagi dan tentunya dapat menciptddeaalilan bagi masing-masing pihak agar
tidak terjadi sengketa dalam bisnis waralaba.

1. Urgens Akta Perjanjian Kerja Sama Notaris dalam Bisnis Waralaba
Arti dari kata urgensi sebagaimana dikemukakan dleles Tiena Masriani yang
mengutip pendapat dari W.J.S Poerwadarminta dalanalpya’® yaitu mempunyai arti

hal perlunya atau pentingnya tindakan yang cejpat s¢gera.

13 yulies Tiena MasrianiJrgensi Akta Notariil Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Journal of Islamic Studies
and Humanities, Vol. 1, No. 1 (2016) 1-20, him. 12.
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Urgensi Akta Notariil dimaksudkan bahwa suatu aMitatariil yang dibuat oleh
seorang Notaris itu mempunyai arti yang sangatipgrtan merupakan tindakan yang
cepat atau segera dilakukan untuk menjamin keahsatsu perbuatan hukuth.

Keterkaitan antara perjanjian kerja sama bisnisalaba dengan akta notaris terletak
pada hubungan hukum yang melekat di dalamnya hakkdevajiban masing-masing
pihak.

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya menjelaskan anderkait akta sebagai alat

pembuktian yang kuat dari suatu perikatan, sebzgiiut

Akta sendiri ialah surat yang berguna sebagaibaikti yang memuat peristiwa yang
menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sgjalula dengan sengaja untuk
pembuktian. Penandatanganan surat wajib dilakughimgga dapat berbentuk akta
yang berasal dari Pasal 1864 KUH Perdata tetagk tithpat diberlakukan menjadi
akta otentik karena tidak disahkan oleh pegawagyatek berwenang atau cakap
(van onbevoegheid of onbekwaamheid van den ambtenaar). Akta yang
ditandatangani oleh para pihak mempunyai kekudact{t) yang disebut tulisan di
bawah tanganofiderhandsch geschrift). Tanda tangan memberikan ciri atau untuk
mengindividualisir sebuah akta. Pendek kata, atttdah surat yang ditandatangani
dengan maksud dan sengaja yang berisi klausulatudari kesepakatan
pembuatnya sebagai alat bukti.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa aktatiatgaitu akta yang dibuat oleh
pihak yang berwenang menurut peraturan perundadgagan. Apabila tidak dibuat
oleh pihak yang berwenang menurut undang-undankg tidak dapat dianggap sebagai
akta otentik.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 T&04 tentang Jabatan
Notaris, memberikan definisi akta notaris yaituaaktentik yang dibuat oleh atau di
hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yaetagkan dalam Undang-Undang
ini.

Adapun kewenangan notaris dalam membuat akta bkietdgiah diatur dalam
rumusan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yéotiaris berwvenang membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, ddaatdpan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikekienteh yang berkepentingan

untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastanggal pembuatan akta,

“1pid.
15 Abdul Ghofur Anshori,Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, Ull Press,
Yogyakarta, 2009, him. 18.
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semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itk jida ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkainundang-undang.

Dalam uraian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomoi&tun 2004 tentang
Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa :

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terfemempunyai peranan penting
dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan mdsgtar®alam berbagai

hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankanapehan, kegiatan sosial, dan
lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis barafta otentik makin meningkat
sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastikum dalam berbagai
hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkaionasi regional, maupun global.
Melalui akta otentik yang menentukan secara jekds dan kewajiban, menjamin
kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pulat ddipadari terjadinya sengketa.
Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindaaland proses penyelesaian
sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan kalkti tertulis terkuat dan

terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelepaidara secara murah dan
cepat.

Dari penjelasan di atas, maka sepatutnya akta iltdigerlukan terlibat dalam
hubungan hukum bisnis waralaba. Mengingat masakdalah kompleks yang
berpotensi terjadi dalam aktifitas bisnis waralgaag berkaitan dengan pemenuhan hak
dan kewajiban masing-masing pihak, maka hal deragiamya akta otentik ini dapat
menciptakan kepastian hukum sekaligus memberikdmgengan hukum terhadap hak
dan kewajiban subjek hukum yang saling terikatmadaatu perjanjian kerja sama bisnis
waralaba.

Perjanjian bisnis waralaba yang bersifat baku, derigta lain dibuat sepihak oleh
pemberi waralaba dapat diatasi dengan hadirnya @kitatik yang diharapkan mampu
menjadi bentuk perlindungan hukum kepada pihak ni@aewaralaba akan hak-haknya
yang juga harus dipenuhi sebagaimana hak-hak pemarlaba yang banyak dipenuhi
dalam perjanjian bisnis waralaba.

2. Pasal 1245 KUH Perdata Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang
Terlibat dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Notaris

Keadaan-keadaan yang di luar dugaan, seringkalibeekan ketidakpastian dalam
menjalankan usaha. Oleh karena itu, perlunya dadaarana-sarana hukum tertulis
agar dapat mengatasi keadaan-keadaan yang tidakepssbut.

Pasal 1245 KUH Perdata memberikan garansi atasabieaghng tidak pasti dalam

aktifitas bisnis, yaitu berbunyi “tidaklah biayagrudan bunga, harus digantinya, apabila

18 penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesiady 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
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lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu &ejadk disengaja si berutang
beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yamgjltkan, atau lantaran hal-hal yang
sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Rumusan pasal di atas, seringkali dikenal deng@ahisovermacht atau keadaan
memaksa. Dalam rumusan pasal tersebut, tidak nmekaajiuntuk membayar ganti rugi
sepanjang dalam keadaan memakser (nacht). Dalam konteks bisnis waralaba, jika hal
tersebut terjadi pada pemberi waralaba yang bejkswma untuk memenuhi hak
penerima waralaba yakni dengan menyerahkan suatlulpr namun di tengah jalan
produk tersebut hangus terbakar karena kecelakaahka pemberi waralaba tidak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas batarsgbut.

Permasalahannya adalah seringkali pihak penerimalate sudah membayar atas
produk yang siap dikirim, namun saat di tengahnjabmoduk tersebut mengalami
kecelakaan. Sehingga jangka waktu pengiriman pradeRjadi lama, dan tentunya hal
ini juga akan merugikan pihak penerima waralaba k¢éerlambatan barang atau produk
yang dikirim.

Daryl John Rasuh dalam jurnalnya menguraikan teikgidua) macam tanggung
jawab dalam hukum perdata, yaitu sebagai bertkut :

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawabangidiib@njadi dua macam,

yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikelegan pertanggungjawaban
atas dasar kesalahahlgbility without based on fault) dan pertanggungjawaban
tanpa kesalahan yang dikenilapility without fault) yang dikenal dengan tanggung
jawab risiko atau tanggung jawab mutlalkick liabiliy). Prinsip dasar pertanggung
jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti lsd@s&arang harus bertanggung
jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugkang lain. Sebaliknya

prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsupermggugat tidak diwajibkan

lagi melainkan produsen tergugat langsung bertamggawab sebagai risiko

usahanya.

Dalam bisnis waralaba, hal-hal terkait pertanggjavgaban ini seringkali disalah
artikan, dalam arti sepenuhnya tanggung jawab ditledn kepada penerima waralaba
atas dasar perjanjian baku yang telah disepakatudimengatasi hal tersebut, memang
seyogyanya diperlukan bukti tertulis lainnya tedgagberjanjian bisnis waralaba yaitu
berupa akta otentik agar bentuk pertanggungjawaj@aniebih jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

" Daryl John Rasutajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatium, Vol. IV/No. 2/Feb/2016, him. 176.
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Lebih lanjut, Daryl John Rasuh dalam jurnalnya meatkan tentang implikasi
keadaan memakstofce majeure), sebagai berikut?

Peristiwva yang dikategorikan sebag#orce majeure membawa implikasi,
konsekuensi atau akibat hukum bagi kreditur, dimaidak dapat menuntut
pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakanprestasi sehingga debitur
tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanfienbal balik, kreditur tidak
dapat menuntut pembatalan karena perikatannya gagngugur, sehingga keadaan
memaksa atadfiorce majeure terkait dan merupakan persoalan yang berhubungan
dengan risiko.

Uraian tentang keadaan memaksee(macht/force majeure) pada pokoknya tertuju
pada dibebaskannya salah satu pihak dari pembaygmanatn kerugian. Apabila hanya
tertuju pada perjanjian baku dalam bisnis waralabaka penyelesaian atas keadaan
memaksa seringkali tidak dapat memberikan keaditg salah satu pihak. Oleh karena
itu, secara teknis penyelesaian atas keadaan manfaksmacht/force majeure) ini
dapat dilakukan dengan dibuatnya akta otentik diapan notaris agar masing-masing
pihak dapat menyelesaikan persoalan tersebut selmgan kaidah-kaidah hukum
kontrak yang berlaku, dan tentu tidak menimbulkarugian terhadap salah satu pihak

yang terlibat dalam perjanjian baku bisnis waralaba

KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik 2 (klesinpulan dari penelitian ini, yaitu

sebagai berikut :

Kesimpulan

1. Urgensi akta perjanjian kerja sama notaris dalanibiwaralaba didasarkan pada Pasal 1
angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentabgtdn Notaris terkait akta
otentik. Kewenangan notaris untuk membuat aktatiételidasarkan pada Pasal 15 ayat
(1) UU Jabatan Notaris. Manfaat dari akta otentilagdarkan pada Penjelasan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabat#aris, yang menguraikan
bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat, lekkta otentik dapat menentukan
secara jelas hak dan kewajiban serta menjamin kapatukum. Berangkat dari
penjelasan tersebut, maka hadirnya akta otentig géyuat oleh notaris dalam perjanjian
bisnis waralaba dapat menjadi landasan hukum umtelndungi hak dan kewajiban

para pihak dalam perjanjian bisnis waralaba.

18 |bid, him. 177.
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2. Pasal 1245 KUH Perdata memberikan perlindunganuleshadap pihak yang terlibat
dalam akta perjanjian kerja sama notaris, yaitwerdepasnya tanggung jawab untuk
ganti kerugian dalam keadaan memaksar(macht/force majeure). Dengan adanya akta
otentik, dapat menegaskan langkah-langkah tekmisaiteupaya-upaya hukum yang
dilakukan bilamana terjadi keadaan memakser (hacht/force majeure) yang dialami
salah satu pihak dalam perjanjian bisnis waralaba.

Saran

1. Melalui akta notaris terkait perjanjian kerja sadelam bisnis waralaba, pemerintah
seharusnya berupaya untuk membuat regulasi tebetuk-bentuk perjanjian kerja
sama yang diperlukan dalam bisnis waralaba. Saamga yaitu dengan hadirnya akta
otentik untuk melengkapi kekuatan hukum dan kepagiukum dalam perjanjian bisnis
waralaba.

2. Untuk mengatasi keadaan memaksaer(macht/force majeure), sepatutnya hal ini
dicantumkan lebih detail dalam klausula perjanjiamgliputi pelaksanaan teknisnya

berupa langkah-langkah hukumnya.
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PENERAPAN DISKRESI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENYELENGGARAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Vieka Ariestyani Antari, Moh. Saleh?
Universitas Narotant&
vieka.ariestyani@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to determine the limits of the enpéntation of the discretion of the
Goods/Services Procurement Management Functiofade®in the implementation of the
Government's procurement of goods/services anthdodut the form of legal protection for
the Goods/Services Procurement Management Funttioffecer for the application of
discretion in the implementation of the Governngeptocurement of goods/services. The
research method uses normative legal researchy tlenapproach used in this study is the
statutory approach and the conceptual approach. fatues of this research plan is the
freedom to act on the basis of discretion exerciégd government administration
bodies/officials, not without limits. This freedamlimited by the General Principles of Good
Governance (AAUPB), so it is hoped that there idIno abuse of authority. But if there is a
legal deviation from the discretionary decision evhresults in losses to the community, then
the discretionary decision must still be accounted By giving freedom of action
(discretion) to the state administration in cargyout its duties to create a welfare state, it is
hoped that public welfare will truly be created. cBase in principle government
administration agencies/officials may not refus@tovide services to the community on the
grounds that the law does not exist or the lawtgxsit is not clear, as long as this is still
under their authority.

Key words: Discretion, Procurement of goods/services, and [Eanal Positions of
Goods/Services Procurement Management

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah salatkegafitan menunjang pelayanan
masyarakat/publik yakni kegiatan memperoleh bajasglang dilakukan oleh Kementerian/
Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBMB yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah tehasl pekerjaan. Dalam konteks hukum
pengadaan, peraturan perundang-undangan di bidagmga@aan barang/jasa juga
berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu. Primifam pengadaan barang/jasa berfungsi
sebagai tata nilai utama yang harus dipenuhi daatiap proses pengadaan barang/jasa.
Prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkaruferdresiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagatslah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 antara lain efisidekti& terbuka, transaparan, adil,
bersaing, dan akuntabel. Prinsip tersebut bertujuatuk meningkatkan kepercayaan
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masyarakat karena hasilnya dapat dipertanggungjeamaisaik dari segi administrasi, teknis,
dan keuangan.

Demi mencapai tujuan pengadaan barang/jasa Peaferyang baik, di Indonesia
khususnya, pengaturan atau regulasi pengadaangljasanpemerintah mengalami beberapa
perubahan dan penyempurnaan dikarenakan penyesparabahan yang terjadi dalam
masyarakat yang sangat dinamis. Namun terkadandjdiqgrerkembangan masyarakat yang
dinamis menyebabkan masalah dalam pengadaan hasanglang dalam hal peraturan
perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkayp @dak jelas, sehingga mengharuskan
pelaku pengadaan sebagai pejabat yang ditunjuk eoamnvg dalam penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pemerintah memerlukan diskres

Dengan diberikannya kebebasan bertindak (diskkegiada administrasi negara dalam
melaksanakan tugasnya mewujudkaelfare statediharapkan kesejahteraan masyarakat
benar-benar tercipta. Karena pada prinsipnya B&egaidat administrasi pemerintahan tidak
boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepadyarasat dengan alasan hukumnya
tidak ada ataupun hukumnya ada tetapi tidak jedapanjang hal tersebut masih menjadi
kewenangannya.

Kebebasan bertindak atas dasar diskresi yang ##éakaleh Badan/Pejabat administrasi
pemerintahan bukan tanpa batas. Kebebasan tersiatiasi oleh Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga diharapkidak terjadi penyalahgunaan
wewenang. Tetapi apabila terjadi penyimpangan hukias keputusan diskresi tersebut yang
mengakibatkan kerugian pada masyarakat, maka kegutdiskresi tersebut tetap harus
dipertanggungjawabkan.

Dari uraian tersebut, maka yang akan dibahas dakamelitian ini adalah bagaimana
penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pengé&@daang/jasa pemerintah khususnya
oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Baemag/dalam penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai Pelakyadaam, dan bagaimana bentuk
pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan sliskranakala terjadi penyimpangan
hukum akibat penggunaan wewenang diskresi.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekayamg berkaitan dengan
pengumpulan data dan informasi; analisis; sertaygjam. Jenis dari penelitian hukum ini
adalah Penelitian Normatif. Penelitian normatiftydderupa penelitian kepustakadibrary
research untuk memperoleh data-data baik yang bersumbpadee berbagai data dan
informasi yang di-release oleh Pemerintah, tulipana ahli dalam bentuk buku, jurnal,
artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yamgetbar di dunia internet, pengalaman para
praktisi dan pengambil putusan, kebijakan dan esguiasional dan internasional, dan lain
sebagainya yang terkait dengan otonomi, keuanganaldadan perizinan lingkungan.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatanademgksud untuk mendapatkan
kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermdsatakintuk ditemukan jawabannya.
Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam usemypenelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangstatiite approach konseptualdonceptual approagh

982



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 1, 2023

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dgtemelitian ini, maka fokus
penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer lbighan hukum sekunder. Penelitian ini
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah @emat bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua pesatyerundang-undangan di
Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedangbaiman hukum sekunder, yang
digunakan dalam naskah akademik ini menggunakanatitr-literatur yang berhubungan
dengan permasalahan dalam penelitian, berupa hulku-tartikel/jurnal ilmiah, makalah
berbagai pertemuan ilmiah, dan disertasi yang ib&doasep, prinsip, teori, doktrin dan
pandangan para sarjana yang berkualifikasi tingdidtan dengan objek penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitiandlilakukan dengan metode
studi kepustakaaflibrary research)yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan seseagath permasalahan yang akan
dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajiararbdiiukum untuk mencari solusi
maupun isu hukum yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini mengganaknalisis yang mengacu pada
permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan parafperundang-undangan beserta bahan
hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukuntaPer, peneliti menetapkan isu hukum
yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selgajdari isu hukum tersebut, peneliti
mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer daarbhbkum sekunder. Selanjutnya
bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolatgae cara mengklarifikasi berdasarkan
isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kieimudilakukan analisis secara
sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metodologi penelitian harus dijelaskan secara jedlasbawah judul yang terpisah.
Kontribusi yang signifikan untuk badan pengetah@rmus dinyatakan dengan jelas.

A. Batasan Penerapan Diskresi Pgjabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Penyelenggar aan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sjachran Basah mengatakan bahvees ermesseadalah kebebasan untuk bertindak
atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelakaanga haruslah tindakan-tindakan
administrasi negara itu sesuai dengan hukum, sebaga telah ditetapkan dalam negara
hukum berdasarkan Pancagila.Sedangkan Diana Halim Koentjoro mengartikagies
ermessensebagai kemerdekaan bertindak administrasi negfaa pemerintah (eksekutif)
untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadagentingan yang memaksa,
dimana peraturan penyelesaian untuk masalah itumbatie’ Freies ermesseimi digunakan

! Sjachran Basalkksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi egdi IndonesiaBandung: Alumni, 1997, him. 3
? Diana Halim KoentjoroHukum Administrasi Negard&8ogor: Ghalia Indonesia, 2004, him. 41
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terutama karena kondisi darurat yang tidak memunkgki untuk menerapkan ketentuan
tertulis, tidak ada atau belum ada peraturan yaeggaturnya, sudah ada peraturannya
namun redaksinya samar atau multitafsir. KebebaBskresi tersebut adalah kebebasan
administrasi yang mencakup kebebasan administiagergretatieverijheigl, kebebasan
mempertimbangkan bgoordelingsvrijheil dan kebebasan mengambil kebijakan
(beleidsvrijheid. Kebebasan interpretasi mengimplikasikan kebebgsag dimiliki organ
pemerintah untuk menginterpretasikan suatu undadgng. Kebebasan mempertimbangkan
muncul ketika undang-undang menampilkan dua piliteternatif) kewenangan terhadap
persyaratan tertentu yang pelaksanaannya dapéhafgh organ pemerintahan. Sedangkan
kebebasan mengambil kebijakan lahir ketika pembuatlang-undang memberikan
kewenangan kepada organ pemerintahan dalam metdesankekuasaannya untuk
melakukan inventarisasi dan mempertimbangkan baitagpentingar.

Kebebasan mempertimbangkan ini ada yang bersifajeldif dan bersifat objektif.
Kebebasan mempertimbangkan yang bersifat subjskitifjectieve beordelingsruin)feyaitu
kebebasan untuk menentukan sendiri dengan carantaga dan kapan wewenang yang
dimiliki itu dilaksanakan. Sedangkan kebebasan nstimpbangkan yang bersifat objektif
(objectieve beordelingsruinjteyaitu kebebasan menafsirkan mengenai ruang Imgku
wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar memgaya. Ketika kebebasan
pemerintah ataureies ermessenni dituangkan dalam bentuk tertulis, ia akan radnj
peraturan kebijakah. Konsekuensi logis dari adanya kewenandagies ermesserini,
pemerintah diberi kewenangainoit function yaitu kekuasaan untuk menafsirkan terhadap
suatu peraturan perundang-undangan, namun bukaartib@emerintah boleh berbuat
sewenang-wenang. Pemerintah dilarang melakukanakardtindakan yang bersifat
detournement de pouvdimelakukan sesuatu diluar tujuan kewenangan ydegikan) atau
onrechtmatige overheidsdaagberbuatan melawan hukum oleh penguasa). Seba&p set
perbuatan pemerintah yang merugikan warganya kadet@urnement de pouvoiatau
onrechtmatige overheidsdaadapat dituntut baik melalui peradilan administragigara
maupun melalui peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang NomorT&8Bun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan mengartikan diskresi gabkeputusan dan/atau tindakan yang
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Penadiamt untuk mengatasi persoalan konkret
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahdamdaal peraturan perundang-
undangan yang memberikan pilihan, tidak mengaiteiktlengkap atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan. Penggunaan dislagsaisdengan tujuannya merupakan
salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemehatadalam mengambil keputusan dan/atau
tindakan. Demikian yang diatur dalam Pasal 6 aah(ruf e jo ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014. Hal-hal penting menyangkuhgaauang diskresi yang diatur dalam
Undang-undang dimaksud antara lain setiap pengguuiskresi pejabat pemerintahan
bertujuan untuk Pasal 22 ayat (2) melancarkan gdenggaraan pemerintahan, mengisi
kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dengatasi stagnasi pemerintahan
dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kegantumum. Adapun yang dimaksud
dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapstsdiiakannya aktivitas pemerintahan
sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam pemygaraan pemerintahan, contohnya:
keadaan bencana alam atau gejolak politik.

3 Ridwan, Tiga Dimensl Hukum Administrasi dan Peradilan Adetmasi, Yogyakarta:FH Ull Press, 2009., him. 81-82
4., .
Ibid
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Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pertadran yang berwenang (Pasal 22 ayat
(1)). Diskresi pejabat pemerintahan meliputi Pa&al pengambilan keputusan dan/atau
tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perungaa@pagan yang memberikan suatu
pilihan keputusan dan/atau tindakan; pengambilaputkesan dan/atau tindakan karena
peraturan perundang-undangan tidak mengatur; pasga keputusan dan/atau tindakan
karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap tadak jelas; dan pengambilan
keputusan dan/atau tindakan karena adanya stageamrintahan guna kepentingan yang
lebih luas. Pejabat Pemerintahan yang menggunaikéresi harus memenuhi syarat Pasal
24: sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana duda#lalam Pasal 22 ayat (2), tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundelagigan, sesuai dengan Asas-asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), berdasarkasaalalasan yang objektif, tidak
menimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan damgktikad baik. Penggunaan diskresi
yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib pamieh persetujuan dari atasan
pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan peruodaaggan. Persetujuan dimaksud
dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulk&ibag hukum yang berpotensi
membebani keuangan negara Pasal 25 ayat (1) dan (2)

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 30 Taldd #Zentang Administrasi
Pemerintahan, penggunaan diskresi yang melampavemang apabila bertindak melampaui
batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan @ltentuan peraturan perundang-
undangan, bertindak melampaui batas wilayah bemlgkuwewenang yang diberikan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/dtugesuai dengan prosedur penggunaan
diskresi (Pasal 26, 27 dan 28). Akibat hukum damggunaan diskresi yang melampaui
wewenang ini menjadi tidak sah. Sedangkan penggudiséresi yang mencampuradukkan
wewenang apabila menggunakan diskresi tidak sedeagan tujuan wewenang yang
diberikan, tidak sesuai dengan prosedur penggudiaéresi (Pasal 26, 27 dan 28); dan/atau
bertentangan dengan AUPB. Akibat hukum dari penggon diskresi yang
mencampuradukkan wewenang ini dapat dibatalkan.

Menurut Prof. Muchsan, terhadap penggunaan diskref@h aparat yang
berwenang/administrasi Negara ternyata mengundadidenma”, disatu sisi pejabat
administrasi/aparat yang berwenang “harus mendelnasuatu keputusan” yang sifatnya/
terlihat adanya perbuatan sewenang-wenang (kaidalalierdasarkan Peraturan Perundang-
undangan),dan di sisi lain apabila pejabat admasgtparat yang berwenang ‘tidak
mengeluarkan suatu keputusan”, maka tujuan pembangnasional (demi kesejahteraan)
sulit dilaékukan. Jadi, penggunaan diskresi tetgmiakan, akan tetapi penggunaannya harus
dibatasr:

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut diataaka dapat disimpulkan bahwa pada
hakekatnya diskresi merupakan kebebasan bertindak kebebasan mengambil keputusan
dari badan atau pejabat administrasi pemerintahanumt pendapatnya sendiri sebagai
pelengkap dari asas legalitas manakala hukum yanigkio tidak mampu menyelesaikan
permasalahan tertentu yang muncul secara tibakiba,karena peraturannya memang tidak
ada atau karena peraturan yang ada yang mengattange sesuatu hal tidak jelas.
Penggunaan wewenang diskresi pun berdasarkan tyaranbersifat limitatif sebagaimana
diatur dalam Undang-undang.

Pemberian diskresi kepada Pemerintah merupakanalsekemestian, seiring dengan
munculnya konsepsi Negara kesejahteraan (welfate)snenjelang perang dunia kedua, dan

> Muchsan,Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Neganma Baradilan Administrasi Negara di Indonesia
Yogyakarta:Liberty, 1981., him. 3
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sejalan dengan kelemahan atau keterbatasan pergterandang-undangan sebagaimana
disebutkan diatas, serta sesuai dengan dinamisgiatan Pemerintah dalam melaksanakan
tugas pelayanan publik ditengah masyarakat yankebdyang pesat. Konsepsi Negara ini
menempatkan Pemerintah selaku pihak yang berkeavajitewujudkan kesejahteraan sosial,
yang dalam rangka itu Pemerintah banyak terlibaigde kehidupan ekonomi dan sosial
warga Negara. Meskipun pemberian diskresi kepadaeRetah itu merupakan kemestian
dalam suatu Negara hukum, namun penggunaan diskuebukan tanpa batas. Rambu-
rambu dalam penggunaan diskresi dan pembuatarakehipemerintah berdasarkan Hukum
Administrasi Negara adalah Asas-Asas Umum PeméantaYang Baik (AAUPB),
khususnya asas larangan penyalahgunaan wewedatgupnement de pouvdidan asas
larangan sewenang-wenanwillekeur). Dengan kata lain, kebijakan Pemerintah akan
dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang f@idalamnya ada unsur sewenang-
wenang. Selain itu kebijakan dianggap menyimpakg ljertentangan dengan kepentingan
umum. Ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenam§j dengan asas spesialitas
(specialiteitsbeginsglyakni asas yang menentukan bahwa wewenang ierikidm kepada
organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Jikayimg@ang dari tujuan diberikannya
wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wegdsasur sewenang-wenang diuji
dengan asas rasionalitas atau kepantasadel{jk). Suatu kebijakan dikategorikan
mengandung unsur willekeur jika kebijakan itu nyayata tidak masuk akal atau tidak
beralasankennelijk onredelijk °

Menurut Prof. Muchsan, pelaksanaan diskresi oletnagpemerintah (eksekutif) dibatasi
oleh 4 (empat) hal, yaitu :

Apabila terjadi kekosongan hukum. Contoh: Indoneagalah negara berkembang
(developing countjy tentunya hukum dan masyarakat ikut tumbuh bebe, serta
bergerak cepat. Dalam perkembangan yang begitu taganya terjadi kekosongan hukum,
karena belum ada pengaturannya terhadap permasalbbeu, karena belum ada
perundangan yang mengaturnya. Adanya kebebasaafspan/interpretasi. Contoh:
Pembuat undang-undang membuat suatu undang-undang yalam penjelasannya
dikatakan “cukup jelas”, disitulah terjadi kebebasmtuk menafsirkannya. Adanya delegasi
perundang-undangaddlegatie van wetgevipgDemi pemenuhan kepentingan umum. Selain
itu terdapat beberapa alasan terjadinya diskresi ygendesak dan alasannya mendasar serta
dibenarkan motif perbuatannya, Peraturan Perundadgngan yang dilanggar dalam
menetapkan kebijaksanaan diskresi, khusus untukriegan umum, bencana alam dan
keadaan darurat, yang penetapannya dapat dipeutagggwabkan secara hukum, Untuk
lebih cepat, efisien, dan efektif dalam mencappiatu yang diamanatkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mgpdadang, penyelenggaraan
pemerintahan negara, dan untuk keadilan sertadteseqan masyarakat.

Persoalan-persoalan penting yang mendesak, sekkwaaggnya mengandung unsur-
unsur sebagai berikut Persoalan-persoalan yang muncul harus menyarigpentingan
umum, yaitu, kepentingan bangsa dan negara, kegamtimasyarakat luas, kepentingan
rakyat banyak/bersama, serta kepentingan pembanguvianculnya persoalan tersebut
secara tiba-tiba, berada diluar rencana yang thtehtukan, Untuk menyelesaikan persoalan
tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengatatau hanya mengatur secara
umum, sehingga Administrasi Negara mempunyai kedmbaintuk menyelesaikan atas

® Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011
7 Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 01 Bulan M&@16 : 53-62
8 SE Marbun dkkDimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negafagyakarta:Ull Press, 200h|jm. 117
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inisiatif sendiri, Prosedurnya tidak dapat disakesa menurut administrasi yang normal, atau
jika diselesaikan menurut prosedur administrasgyaormal justru kurang berdaya guna dan
berhasil guna. Jika persoalan tersebut tidak diag#dan dengan cepat, maka akan
menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Dalamdisi tertentu proses pengadaan
barang/jasa pemerintah pun dilakukan inovasi-inodatam rangka percepatan, efisiensi,

transparansi dalam penyerapan anggaran, namurglsrimihadapkan dengan ketentuan

peraturan yang belum tersedia atau belum jelas gberamnya, sehingga dalam rangka
pelaksanaan inovasi pengadaan barang/jasa perhereglaku Pengadaan dapat melakukan
wewenang diskresi sesuai ketentuan dalam Undangrgnddan berdasarkan prinsip

pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nd@@orTahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan menguraikan ruag lingkBpPB yang berlaku dalam
administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintalaany YBaik yang dimaksud meliputi
asas:

1. Kepastian hukum, asas kepastian hukum merupakandadam negara hukum
yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan ndagrgundangan,
kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiapjakebi penyelenggaraan
pemerintahan.

2. Kemanfaatan, asas kemanfaatan maksudnya manfagt hams diperhatikan
secara seimbang antara kepentingan individu yamg dangan kepentingan
individu yang lain, kepentingan individu dengan yeaakat, kepentingan warga
masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelommasyarakat yang satu
dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain,ikemmgan pemerintah dengan
warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekdeankepentingan generasi
mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnyentiegan pria dan wanita.

3. Ketidakberpihakan, asas ketidakberpihakan adalabk gy@ng mewajibkan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkastalamielakukan Keputusan
dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentipgra pihak secara
keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Kecermatan, asas kecermatan dimaksudkan sebagayasg mengandung arti
bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harusadli@as pada informasi dan
dokumen vyang lengkap untuk mendukung legalitas tppae dan/atau
pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehinggatdsan dan/atau Tindakan
yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebKkputusan dan/atau
Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan, asas tidak namatakan kewenangan
adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/afaba® Pemerintahan tidak
menggunakan kewenangannya untuk kepentingan préiadi kepentingan yang
lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kamgan tersebut, tidak
melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidakncamapuradukkan
kewenangan.

6. Keterbukaan, asas keterbukaan adalah asas yangamielamasyarakat untuk
mendapatkan akses dan memperoleh informasi yangr,b@rur, dan tidak
diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahamgde tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golonganralaasia negara.

7. Kepentingan umum, asas kepentingan umum adalah yasaes mendahulukan
kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan caraagpngtif, akomodatif,
selektif, dan tidak diskriminatif.
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8. Pelayanan yang baik, asas pelayanan yang baik dudk&n sebagai asas yang
memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedurbdeya yang jelas, sesuai
dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraterandang-undangan.

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik pelaksanaan pelayanan publik
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyardk#t saripada yang disebutkan dalam
pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 30014 tentsshginistrasi Pemerintahan
menguraikan ruang lingkup AAUPB yang berlaku daksministrasi pemerintahan, antara
lain :

1. Asas Keseimbangan,Asas ini menghendaki adanyankleaegan antara hukuman
jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegasas ini menghendaki pula
adanya kualifikasi yang jela mengenai jenis-jertsuakualifikasi pelanggaran
atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehinggemudahkan
penerapannya dalam setiap kasus yang ada dangselengan persamaan
perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum.

2. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan, Seorangbgtejpemerintahan
memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peaatperundang-undangan
baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspekek wewenang ini tidak
dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentuttalam peraturan yang
berlaku.

3. Asas Keadilan dan Kewajaran, Asas keadilan ini menutindakan secara
proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras demgassetiap orang. Sedangkan
asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitagrpgah atau administrasi
negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku djEn masyarakat, baik
berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, nmanitai-nilai lainnya.

AAUPB dapat dijadikan landasan atau pedoman bagiraappemerintah dalam
menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat wji leanbaga peradilan dalam menilai
tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pitek kang dirasakan merugikannya.
Dengan kata lain, AAUPB secara teoritis sangatipgrdalam mewujudkan pemerintahan
yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik diapusaupun di daerah. Secara yuridis,
cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat desduk hukum yang ditetapkannya,
seperti dalam wujud perizinan daerah yang berwamwiisgkungan hidug.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pegabat Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Atas Penerapan Diskress Dalam Penyelenggaraan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalailidengan tanggung jawab, sesuai

dengan prinsip deen bevoegheid zonder verantwoordenlijkheghkni tidak ada

kewenangan tanpa pertanggungjawallanKarena wewenang itu melekat pada jabatan,
namun dalam implementasinya dijalankan oleh manaelaku wakil atau fungsionaris
jabatan, maka pertanggungjawabannya dapat dibedalamadi 2 (dua), yaitu sebagai
tanggungjawab jabatan, dan sebagai tanggungjawddadpr Apabila perbuatan hukum
seseorang untuk dan atas nama jabaearb{shalvg maka pertanggungjawabannya terletak
pada jabatan. Jika ada ganti rugi atau denda, rdddebankan pada APBN atau APBD.

Sedangkan perbuatan seseorang dalam kapasitas geibladi, maka konsekuensi dan

pertanggungjawabannya terletak pada orang yangrogkatan, tidak dapat dibebankan pada

® Jurnal Notarius Edisi 08 No. 2, September 2015
10 Ridwan, Tiga Dimensi...op.cithim. 51
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jabatan, tidak juga dibebankan pada APBN atau ARBIka ada ganti rugi atau denda
akibat kesalahan pribadi. Tanggung jawab pribadkd&an dengan maladministrasi dalam
penggunaan wewenang maupun public service. Seqrejatpat yang melaksanakan tugas
dan kewenangan jabatan atau membuat kebijakandai@bani tanggung jawab pribadi jika
ia melakukan tindakan maladministrasi.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa setiap pemggaeaan urusan pemerintahan yang
didalamnya ada unsur maladministrasi dan merugiarga negara, tanggung jawab dan
tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi oraagg ymelakukan tindakan
maladministrasi tersebut. Adapun pertanggungjawatakum pejabat yang menerbitkan
keputusan diskresi harus dibedakan dari segi adtrasi, perdata dan pidana. Dari segi
administrasi, keputusan diskresi wajib dilaporkatasa tertulis kepada atasan langsung
pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi. Agaabénurut penilaian atasan pejabat yang
menerbitkan keputusan diskresi, keputusan diskeesebut tidak dapat dibenarkan dari segi
hukum dan dari segi kebijakan, maka atasan pejgray menerbitkan keputusan diskresi
harus memerintahkan agar keputusan diskresi tershbabut. Untuk mengukur tindakan
yang menyalahi wewenang diskresi dalam lapangarurhudministrasi negara adalah
Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakdakan yang bertentangan dengan
kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepemtingribadi, kelompok atau
golongan, Penyalahgunaan kewenangan berupa pemgapa dari tujuan umum,
Penyalahgunaan kewenangan untuk mencapai tuju@mttermelalui penggunaan prosedur,
Perbuatan yang tidak tepat, dalam hal terdapatr@paepsi/pilihan tindakan; dan Perbuatan
yang tidak bermanfadt.

Terhadap tindakan/keputusan diskresi sebagaimasabté diatas yang menimbulkan
kerugian perdata atau berakibat pada tindakan aidana melanggar batas-batas diskresi
harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukung dilakukan oleh pejabat
administrasi pemerintaharor{rechtmatige overheidsdaad/ang dimuat di dalam amar
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara holaka kebijakan atau diskresi harus
memenuhi prinsip-prinsip kewenandanyaitu Tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan (legalitas), Tidak melawan hukyaridiktas), Tidak melampaui
kewenangan menurut kompetensinya. Untuk itu, pemggu wewenang diskresi harus
dipastikan dengan alasan yang sesuai dengan hylalitik dan untuk kepentingan umum
agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalaktik penyelenggaraan pemerintahan
AAUPB meliputi antara lain Larangan penyalahgunaawenang detournement de pouyir
dalam konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukommiattasi dikenal tiga parameter
penyalahgunaan wewenang, yaitu :

1. Asas Spesialis (tujuan dan maksud), untuk mengtikdakan pejabat administrasi
yang termasuk wewenang bebas (diskresi) apakadtggnyalahgunaan wewenang
atau tidak dengan cara menilai apakah tindakanbakjadministrasi tersebut
menyimpang dari tujuan pemberian wewenang tersatau tidak (asas larangan
penyalahgunaan wewenang). Jika menyimpang daranupemberian wewenang
tersebut, maka perbuatan itu dikategorikan sel@eraialahgunaan wewenah.

" Jurnal Yuridis Vo. 2 No. 1 Juni 2015 : 134-150

2 Muchsin, “Fungsi, Tugas dan Wewenang Ombudsman Menurut Untlhrdpang Nomor 37 Tahun 2008” Varia
Peradilan Mei 2009, him. 20

13 safri NugrahaHukum Administasi Negar&enter For law and good Governance, Studies, faktdukum Universitas
Indonesia, 2007. him 37

* Muin Fahmal Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak, Tata Pemaieaim yang Baik (Good Governance) Sebagai

Instrumen Pemerintahan Yang BerBifikultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2016).3
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2. Asas Legalitas, Menurut asas legalitas, pemeringaitya dapat melakukan perbuatan
hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan paddang-undang yang merupakan
perwujudan aspirasi warga negara. Dalam negara ldasip tindakan pemerintah
harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang sefcamal tertuang dalam undang-
undang.

3. Asas Freies Ermessen, Dalam banyak situasi fuegsepntahan, pejabat dihadapkan
pada kondisi peraturan perundang-undangan tidakbmekan kewenangan untuk
bertindak, padahal terdapat keperluan yang mendesgipemerintah untuk
bertindak dalam mencapai suatu tujuan tertentualMiehsas Freies Ermessen badan-
badan administrasi diberikan ruang gerak untuk kodédan tindakan tanpa harus
terikat sepenuhnya pada undang-undang. Meski demikienurut Sjachran Basah,
pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya terutdafe@m mewujudkan tujuan
negara (mengupayakéestuurszorgmelalui pembangunan, tidak berarti pemerintah
dapat bertindak semena-ména.

Tindakan sewenang-wenangillfekeun pada hakikatnya merupakan suatu tindakan
yang tidak berdasar pada aturan hukum atau AAURRBIakan tersebut bersifat irrasional,
oleh karenanya untuk mengukur ada tidaknya tindad@menang-wenang, parameternya
adalah asas rasionalitdsBentuk perlindungan hukum seperti pemberiartuzan hukum
kepada pejabat pemerintahan yang merupakan aparagara dalam bidang pengadaan
barang dan jasa tercantum pada Pasal 92 ayaufl) d serta ayat (3) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaadjtbpun sejalan dengan pasal 84 ayat
(1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201&mentPengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah  sebagaimana diubah dengan Peraturaiddé?freNomor 12 Tahun 2021,
dinyatakan Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerafibb w memberikan pelayanan
hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang dan dalsen menghadapi permasalahan
hukum terkait pengadaan Barandan Jasa. Dalam 2yatyé dinyatakan bahwa Pelayanan
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeskgk proses penyelidikan hingga
tahap putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang berisikan tentaagan dan pembahasan diatas,
penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu Pejahaigsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa dapat melakukan diskresi dalam pemgdeman pengadaan barang/jasa
pemerintah dalam hal tertentu dimana peraturanngdang-undangan yang berlaku tidak
mengaturnya atau karena peraturan yang ada yangatoerientang sesuatu hal tidak jelas
dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan daruratfesak demi kepentingan umum yang
telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundadghgan. Keadaan mendesak yang
dimaksud adalah suatu keadaan yang muncul sebartilia menyangkut kepentingan umum
yang harus diselesaikan dengan cepat, dimana untrkyelesaikan persoalan tersebut,
peraturan perundang-undangan belum mengaturnya hetaya mengatur secara umum.
Sedangkan pengertian kepentingan umum adalah kegant bangsa dan negara atau
kepentingan masyarakat bersama atau kepentingabapgoman, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam membuajakahi penting bagi administrasi

> |bid, him. 184
% |bid, him. 181
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publik, Pejabat Fungsional Pengelola PengadaaanBAlasa untuk taat dan patuh pada
prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang bafd{RB), karena prinsip-prinsip tersebut
dalam hukum bermakna yuridis imperative, ketaatasebut harus dilakukan baik secara
material maupun formal (prosedural).

Perlindungan hukum terhadap Pejabat FungsionaldhkdagPengadaan Barang/Jasa
atas Penerapan Diskresi dalam Penyelenggaraand@amgBarang/Jasa Pemerintah ditinjau
dari bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang ataladministrasi yang terjadi yang
mengakibatkan tindakan tersebut menjadi tanggumghlapribadi atau tanggung jawab
jabatan. Dalam rangka memberikan perlindungan mukagi Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa atas penggunaan diskrensi giatgelenggaraan pengadaan barang
dan jasa pemerintah, Pejabat Fungsional Pengetrigadaan Barang/Jasa dapat diberikan
kesempatan untuk dapat menggunakan haknya dalanmbaiberikan keputusan dan
penjelasan dalam penyelenggaraan pengadaan basmghemerintah yang bertujuan
melakukan upaya preventif terhadap kemungkinaradaerya praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme, melakukan inovasi percepatan pengada@mdijasa untuk kepentingan umum,
dan bersandar kepada asas-asas umum pemerintaigbaili, serta sesuai dengan prinsip
pengadaan.

Untuk menghindari penggunaan diskresi yang tidakuae dengan Peraturan
Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerigaigabaik, maka dari itu sebaiknya
dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban atasrediskyang dikeluarkan. Kemudian
dilakukan klasifikasi apakah diskresi dilakukanasactepat atau ada unsur penyalahgunaan.
Perlindungan hukum terhadap Pejabat Fungsionaldk@dagPengadaan Barang/Jasa dalam
penyelenggaraan pengadaan barang/jasa diperlubamtdk Undang-undang khusus yang
menegaskan proses penanganan pelanggaraan dalgehepggaraan pengadaan barang/jasa
pemerintah, baik secara perdata, hukum administeashukum pidana.
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